
BUPATI BOYOLALI 

PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang

Mengingat

PERATURAN BUPATI BOYOLALI 
NOMOR 9^ TAHUN 20IS

TENTANG

PEDOMAN PENOELOLAAN KEUANOAN DESA 

DENQAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BOYOLALI.

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan 
Mentcri Da lam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 ten tang 
Pengelolaan Keuangan Deaa. perlu mengatur 
mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan E>e8a;

b. bahwa berciasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimakaud da lam huruf a. perlu menetapkan 
Peraturan Bupati Boyolali tcntang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Desa;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Proplnal Jawa Tengah (Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 temang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indoneeia Tahun 2003 Nomor 47. Tam bah an 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Deea 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tam bah an Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tsdiun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali (erakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Peru bah an Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan................
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5.

6.

7.

8.

9.

10-

Il­

ls.

Pcraturan Pemerintah Notnor 21 Tahun 2008 
Teniang Penyelenggaraan Penanggulaivgan Bencana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 42);
Peraturan Pemerintab Nomor 43 Tahun 2014 
ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negaia Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 
tentang Perubahan Atas Pcratuian Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersuraber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terkhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Pemenntah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa Yang Bars umber Dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5694);
Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 Tentang 
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam 
Keadaan Terientu (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 
2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 2091);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
2094);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Telling gal. Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 
Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, 
Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296); 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

13. Peraturan.
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13. Peraturan Menteri Dcsa, Pcmbangunan Daerah 
tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia 
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan 
dana Dcsa Tahun 2019 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 14481:

14. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 
leniang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa 
di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2013 Nomor 1367) seba^imana telah diubah 
dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara 
Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);

15. Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 
2018 Tentang Pedoman Pern binaan dan Pengawasan 
Badan Usaha Milik Desa FTovinsi Jawa Tengah 
(Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 
NomorlS);

16. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 16 Tahun 2015 
tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan 
Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabu paten 
Boyolali Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Bupaii Boyolali Nomor 33 
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Bupati Boyolali Nomor 16 tahun 2015 tentang 
Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di 
Desa (Berita Daerah Kabu paten Boj'olali Tahun 2016 
Nomor 33),

17. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 17 Tahun 2016 
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kesja 
Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali 
Tahun 2016 Nomor 17);

18. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 61 Tahun 2018 
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak 
a sal usul dan Kewenangan LokaJ Berskala Desa di 
Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten 
Boyolali Tahun 2018 Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN 
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM 

Pa sal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adaiah Kabupaten Boyolali.

2. Bupati

1
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2. Bupati adatah Bupati Boyolali.
3. Pemenntah Daerah adalah Bupeti sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pel aksa naan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom.

4. Sekretahs Daerah adalah Sekretans Daerah Kabupaten 
Boyolali.

5. Camat adalah pernimpin kecamatan yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui 
Sekretaria Daerah.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan, kepcntingan 
masyarakat se tern pat berdasarkan prakaraa masyarakat, 
hak asa) usul. dan/atau hak tradisional yang diakui 
dan dihormati daJam sisfem pemerintahan Negara 
Kesatuan RcpubliU Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dan kepentingan masySLrakat setempat 
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia.

8. Pemcrintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat 
Desa sebagai unsur ponyelenggara pemeriniahan Desa.

9. Bad an Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat 
BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi 
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dan 
penduduk Desa berdasarkan keterwakilan uiJayah dan 
ditetapkan secara demokratis.

10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa 
yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu 
berupa uang dan barang yang berhubungan dengan 
pelaksariaan hak dan kewajiban Desa.

U. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan 
yang meliputi perencanaan. pelaksanaan, 
penatausahaan. peiaporan. dan pertanggungjawaban 
keuangan Desa.

12- Rencana Kerja Pemerintah Desa. selanjutnya disebut 
RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana 
Pern bangu nan Jangka Menengah Desa untuk jangka 
waktu 1 (satu) tahun.

13. Anggaran Pen da pa tan dan BeJanja Desa, selanjutnya 
disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan 
pemerintahan Desa.

14. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening 
kas Desa.

15. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening 
kas Desa.

16. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa daiam I 
(satuj tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak 
perlu dikembalikan oleh Desa.

IT.Belanja Desa
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17. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang 
merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun 
anggaran yang tidak akan diterima kembaii oleh Desa.

18. Pembiayaan Desa adalah semua penenmaan yang perlu 
dibayar kembaii dan/atau pengeluaran yang akan 
diterima kembaii. baik pad a tahun anggaran yang 
bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

19. Pemegang Kekuaaaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang 
aelanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa yang 
karena jabaiannya mempunyai kewenangan 
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan 
Desa.

20. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa. yang aelanjutnya
disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang
melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan 
keputusan kepala Desa yang menguasakan sebagian 
kekuasaan PKPKD.

21. Sekrelaris Desa adalah perangkat Desa yang
berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekrerariat Desa 
yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.

22. Kepala Urusan, yang aelanjutnya disebut Kaur adalah 
perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf 
sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.

23. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi adalah 
perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana 
teknis yang menjalankan tugas PPKD.

24. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan 
uang pemehntahan Desa yang menampung seluruh 
pencrimaan Desa dan digunakan untuk membayar 
seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satuj rekening pada 
Bank yang ditetapkan.

25. Badan Uaaha Milik Desa. selanjutnya disebut BUM Desa, 
adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar 
modal nya dimiliki oleh Desa melaJui penyertaan secara 
langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang 
dipisahkan guna mengelola aset. Jasa pelayanan. dan 
usaho lainnya untuk sebesar-besamya kesejahteraan 
masyarakat Desa.

26. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna 
mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar 
yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran,

27. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara 
pendapatan Desa dengan belanja Desa.

28. DeHsit An^aran Desa adalah selisih kurang antara 
pendapatan Desa dengan belanja Desa.

29. Sisa l^bih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya 
disebut SiLPA adalah selisih lebih reaJisasi penenmaan 
dan pengeluaran anggaran selama satu period e 
anggaran.

30.Dokumen.
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30. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya 
dtsingkat DPA adalah dokiimcn yang memuat rincian 
aetiap kegiatan. anggaran yang disediakan. dan rencana 
penarikan dan a untuk kegiatan yang akan dilaksanakan 
berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB 
Desa.

31. Dokumen Pelaksanaan Peru bah an Anggaran yang 
selanjutnya diaingkat DPP A adalah dokumen yang 
memuat perubahan rincian kegiatan» anggaran yang 
disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan 
yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah 
dixetapkan cialam Perubahan APB Desa dan/atau 
Perubahan Penjabaran APB Desa,

32. Dokumen Pciaksanaan Anggaran Lanjutan yang 
selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang 
memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana 
untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari 
SiLPA tahun anggaran sebelumnya.

33. Pengadaan barang/Jasa Desa yang selanjutnya disebut 
dengan pengadaan barang/Jasa adalah kegiatan untuk 
memperoleh barang/Jasa oleh pemerintah Desa. baik 
dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia 
barang/Jasa.

34. Pencana Anggaran ICas Desa yang selanjutnya disebut 
RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kaa 
masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur 
penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai 
pengduaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah 
disahkan oleh kepaJa Desa.

35. Surat Penntntaan Pern bay a ran yang selanjutnya 
disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk 
mendanai kegiatan pengadaan barang dan Jasa.

36. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya 
diaingkat APIP adalah Inapektorat Jenderai Kementerian, 
Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, 
Inapektorat Daerah Provinsi, dan (nspektorat Daerah 
Kabu paten.

BAB fl
ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 

Pasal 2

(1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, 
akuntabel parusipatif serta dilakukan dengan tenib dan 
disiplin anggaran.

(2) APB Desa merupakan dasaj' pengelolaan keuangan Desa 
dalam masa I (satu| tahun anggaran mulai tanggal I 
Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB III

i
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BAB It]
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 

Pa sal 3

(1) Maksud pengaturan Pengelolaan Keuangaii Desa dalam 
Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian 
hukum dalam pengelolaan keuangan Ocsa.

(2) Tujuan pengaturan ^ngelolaan Keuangan Desa dalam 
Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman dalam 
pengelolaan keuangan Desa.

Pa sal 4

Ruang Ungkup Pengelolaan Keuangan Desa dalam Peraturan 
Bupati ini terdiri dan:
a. kekuasaan pengelolaan keuangan Desa;
b. anggaran pendapatan dan belanja Desa;
c. pengelolaan; dan
d. pern bi n aan dan pengawasan.

BAB IV
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Bagian Kesatu 
Pemegang Kekuasaan Desa

Pasa] 5

(1) Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili pemerintah 
Desa dalam kepemitikan kekayaan milik Desa yang 
dipisahkan.

(2| Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), mempunyai kewenangan;
a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB 

Desa.
b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang 

milik Desa;
c. melakukan tindakan yang mengakibatkan

pengetuaran atas be ban APB Desa;
d. menetapkan PPKD;
e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
f. menyetujui RAK E>eea; dan
g. menyetujui SPP.

(3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan 
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2). kepala Desa 
menguasakan sc bagian kekuasaannya kepada perangkat 
Desa selaku PPKD.

(4) Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD 
ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

Bagian Kedua
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Bagian Kedua
Pelaksana Pengelolaan Keuangan Deaa

Pa sal 6

PPKD scbagaimana dimaksud dal am Pasal 5 ay at (3) terdid
atas:
a. Sekretans Deaa;
b. Kaur dan Kaai; dan
c. Kaur keuangan.

Pasal 7

(1) Sekretans Desa sebagaimana dimaksud daiam Pasal 6 
huruf a bertugas sebagai koordinator PPKD.

(2) Sekreians Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mempunyai tugas:
a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan 

kcbijakan APB Desa;
b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa 

dan rancangan perubahan APB Desa;
c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan 

Desa ten tang APB Desa. perubahan APB Desa, dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;

d. mengoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan 
Kepala Desa ten tang Penjabaran APB Desa dan 
perubahan penjabaran APB Desa;

e. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang 
menjalankan tugas PPKD; dan

f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan 
Desa daiam rangka pertanggungjawaban 
pelaksanaan APB Desa.

(3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
sekretans Desa mempunyai tugas;
a. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan 

DPAL;
b. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
c. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan 

pcngeluaran APB Desa.

Pasal 8

(1) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud daiam Pasal 6 
huruf b bertugas sebagai pelaksana kegiaian anggaran.

(2) Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertlih atas;
a. kaur tata usaha dan umum;
b. kaur keuangan; dan
c. kaur perencanaan.

(3) Kaai...............
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(3J Kdsi seb^aimana dimakaud pada ayat (1) terdiri atas:
a. kasi pemenntahan;
b. kasi kesejahteraan; dan
c. kasi pelayanan.

(4) Pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana pada ayat (1) 
dilaksanakan oleh kasi dan kaur kecuali kaur keuangan 
dan kepala dusun.

(5) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mempunyai tugas:
a. melakukan tindakan yang mengakibatkan 

pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai 
bidang tugasnya;

b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang 
tugasnya;

c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
d. menyusun DPA* DPP A, dan DPAL sesuai bidang 

tugasnya;
e. menandatangani perjanjian ketja sama dengan 

penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk 
kegiatan yang berada daiam bidang tugasnya; dan

r. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai 
bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban 
pelaksanaan APB Desa

(6| Pembagian tugas kaur dan kasi pelaksana kegiatan 
anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing dan 
ditetapkan dalam RKP Desa.

Pasal9

(1) Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) dapat dibantu oleh tim 
yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa 
yang karena si fat dan jenisnya tidak dapat dilakukan 
sendiri.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari 
unsur perangkat Desa. lembaga kemasyarakatan Desa 
dan/atau maayarakat, yang terdiri atas:
a. ketua;
b. sekretaris; dan
c. anggota.

(3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
yaitu pelaksana kewilayahan.

(4) Pembentukan tun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diusulkan pada saat penyusunan RKP Desa.

(5) Tim sel)ag;aimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan 
melalui keputusan kepala Desa.

(6) Dalam
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(6) Dalam hal Kaur dan Kasl melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud dalarn Pa sal 8 ay at (5) dt bantu 
oleh tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan 
barang/jasa yang karena aifat dan jenisnya tidak dapat 
dilakukan sendin. tugas penandatanganan peijanjian 
kerja sama dengan penyedia atas pengadaan 
barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalarn bidang 
tugasnya sebagaimana dimaksud dalarn Paaal 6 ay at (5) 
huruf e dilakukan oleh Kaur dan Kasi sesuai dengan 
bidang tugasnya.

Pasal 10

{1) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 6 
huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan.

(2) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada aval (l)f 
mempunyai tugas:
a. menyusun RAK Desa; dan
b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima

menyimpan, meny etorkan / membayar,
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan 
penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran 
dalarn rangka pelaksanaan APB Desa.

(3) Kaur Keuangan dalarn melaksanakan fungsi 
kebendaharaan memiliki Nomor Pokok W^ib P^ak 
pemerintah Desa.

BAB V
ANOOARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Bagian Kesatu 
Umum

Pasal 11

(11

(2)

(3}

(4)

APB Desa terdiri dari:
a. pendapatan Desa;
b. belanja Desa; dan
c. pembiayaan Desa.
Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pads ayat (1) 
huruf a diklasifkasikan menurut kelompok. jenis dan 
objek pendapatan.
Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (Ij huruf 
b dikiaslfikasikan menurut bidang, sub bidang, kegiatan. 
jenis belanja, objek belanja. dan hnden objek belanja.
Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
c diklasiUkasikan menurut kelompok. jenis dan objek 
pembiayaan.

Pasal 12
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Pasal 12

Pendapatan Deed, belanja Desa, dan pembiayaan Desa diberi 
kode reken ing

Bagian Kedua 
Pendapatan Desa

Pasal 13

(1| Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 
ayat (1) huruf a. yaitu semua penerimaan Desa dalam 1 
(satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak 
perlu dikembalikan oleh Desa.

(2| Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
terdiri atas kelompok:
a. pendapatan asli Deaa;
b. transfer: dan
c. pendapatan lain.

Pasal 14

(1) Kelompok pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 13 ayat (2j huruf a, terdiri atasjenis;
a. basil usaha;
b. hasil aset,
c. swadayat parti si pasi dan go tong royong; dan
d. pendapatan asli Desa lain.

(2) Hasil usaha Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a. antara lain bagi hasil BUM Desa.

(3) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1| huruf b, 
antara lain, tan ah kas Desa, tambatan perahu, pasar 
Desa, tempat pernandian umum. jaringan irigasi, dan 
hasil aset lairmya sesuai dengan kewenangan 
berdasarkan hak asal-uaul dan kewenangan lokal 
berskala Desa.

(4) Swadaya. partisipasi dan gotong royong sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1| huruf c adalah penerimaan yang 
berasal dari sumbangan masyarakat Desa.

(5} Pendapatan asli Desa lain sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf d antara lain basil pungutan Desa.

PasaJ IS

(t) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
13 ayat (2) huruf b. terdiri atasjenis:
a. dana Desa;
b. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah 

kabu paten;
c. alokasi dana Desa;

d.bantuan

t
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d. bantu an keuangan dari Anggaran Pend a pa tan
Belanja Daerah Provinsi; dan

e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah Kabupaten.

(2) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja 
Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota 
aebagaiinana dimaksud pad a ay at (1) huruf d dan huruf 
e dapat bersifat umum dan khuaus.

(3) Bantuan keuangan beraifat khusus sebagaimana 
dimak&ud pada ayat (2) dikelola daiam APB Desa tetapi 
tidak diterapkan daJam ketentuan penggunoan paling 
sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 
30% Itiga puluh perseratus)

Paaal 16

Kelompok pendapatan Iain aebagaimana dimaksud daiam
Pasal 13 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
a. penerimaan dari hasi) kerja sama Desa
b. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di 

Desa;
c. penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak 

ketiga;
d. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya 

yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun 
anggaran beijalan;

e. bunga bank; dan
f. pendapatan lain Desa yang sah.

Bagian Ketiga
Belanja

PasaJ 17

(1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud daiam Pasal 11 
ayat (1) huruf b, yailu semua pengeluaran yang 
merupakan kewajiban Desa daiam I (satu| tahun 
anggaran yang Ddak akan diperoleh pembayarannya 
kembali o)eh Desa.

(2) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan 
kewcnangan Desa.

Pasal ia

(1) Klaeinkasi belanja Desa terdiri atas bidang:
a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
b. pelaksanaan pembangunan Desa;
c. pernbinaan kemasyarakatan Desa;
d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
e. penanggulangan ben can a. keadaan 

mendesak Desa.
(2) Klaaifikasi

darurat dan

1
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b.

c.

e.

(2) Klasifikasi belanja scbagaimana dimaksud pada ayat (1| 
huruf a, sampai dengan huruf d dibagi dalam sub bidang 
dan kegiatan sesuai dengan kfbutuhan Deaa yang telah 
dituangkan dalam RKP Desa.

(3| KJaaifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf e dibagi dalam sub bidang sesuat dengan 
kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana, 
keadaan danjrat dan mendesak yang icrjadi di Desa,

Pasal 19

(1) fOasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 
18 ayat (1) huruf a dibagi dalam aub bidang:
a. penyelenggaraan belanja penghasilan tctap,

ninjangan dan operasional pemerintahan Deaa;
sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
admin istrasi kependudukan, pencatatan sipil, 
statistik, dan kearaipan;
tala praja pemerintahan. perencanaan, keuangan, 
dan pelaporan; dan
pertanahan.

(2) Klasifikaai belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
18 ayat (1) huruf b dibagi dalam sub bidang:
a. pendidikan;

kesehatan;
pekeijaan umum dan penataan ruang; 
kawasan permukiman; 

kehutanan dan lingkungan hidup; 
perhubungan, komunikasi dan infonnatika; 

eneigi dan sumber daya mineral; dan 

pariwisata:
(3) Klasifikaai belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

18 ayat (I) huruf c dibagi dalam sub bidang:
a. kecentraman, keterdban, dan pelindungan 

masyarakat;
b. kebudayaan dan kegamaan;
c. kepemudaan dan olah raga; dan
d. kelembagaan masyarakat.

(4) Klasifikasi l>elanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
18 ayat fl) huruf d dibagi dalam sub bidar^:
a. kelautan dan perikanan;
b. pertanian dan petemakan;
c. peningkaian kapasitas aparatur Desa;
d. pemberdayaan perempuan, perlindur^n anak dan 

keluarga;

b.
c. 
d-
e.
f.

g
h.

e.koperasi
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e. koperasi, usaha mikro kecU dan menengah;
f. dukungan penanaman modal; dan
g. perdagangan dan perindustnan.

(5) iOasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
18 ayat (1) hurufe dibagi dalam sub bidang:
a. penanggulangan bencana;
b. keadaan darurat; dan
c. keadaan mendesak.

Pasal 20

(1) Sub bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 
(1|. ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dibagi dalam daftar 
kegiatan.

(2) Kegiatan yang tidak tercantum dalam daftar 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1| dapat ditambahkan 
sesuai kevK'enangan Pemerintah Kabu paten dengan 
memberikan kode 90 sampai dengan 99.

Pasal 21

Jenis Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (l)» 
terdiii atas:
a. belanja pegawai;
b. belanja barang/jasa;
c. belanja modal; dan
d. belanja tak terduga.

Pasal 22

(1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 
huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan 
tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran 
jaminan sosial bagi kepala Desa dan perangkat Desa, 
serta tunjangan BPD.

(2| Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan 
pemerintah an Desa.

(3| Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
pelaksanaannya ciibayarkan setiap bulan.

(4) Pembayaran jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundangundangan dan kemampuan APB Desa,

Pasal 23
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(M

(2)

(3)

(4)

Paaal 23

Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
21 huruf b digunakan untuk pengeluaran bagi 
pengadaan barang/jasa yang nilai manCaatnya kurang 
dari 12 (dua belas) bulan.
Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) digunakan antara lain untuk:
a.
b-
c.

d.

e.
f.

opwrasional pemerintah Desa; 
pemcliharaan sarana prasarana Desa;
kegiatan
teknis;

sosialiaasi / rapat / pelabhan/bimbingan

operaaional BPD;
inscntif rukun tetangga/rukun warga; dan
pexnberian barang pada maayarakat / kelompok 
masyarakat.

Insentif rukun tetangga/rukun warga aebagaimana 
dimaksud pada aval (2| huruf e yaitu bantuan uang 
untuk operasionaJ lembaga rukun tetangga/rukun warga 
untuk membantu pelaksanaan tugas pe lay an an 
pemerintahan. perencanaan pembangunan, ketentraman 
dan ketertiban, scrta pern herd ay aan masyarakat Desa.
Pembehan barang pada masyarakat/kelompok 
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat {2| huruf f 
dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa.

Pasal 24

(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pa sal 21 
huruf c. digunakan untuk pengeluaran pengadaan 
barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) 
bulan dan menambah aset.

(2) Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kcwenangan 
Desa.

Pa sal 25

(1) Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
21 huruf d merupakan belanja untuk kegiatan pada sub 
bidang penanggulangan bencana< keadaan darurat, dan 
keadaan mendesak yang berskala lokal Desa.

(2) Belanja untuk kegiatan pada sub bidang 
penanggulangan bencana» keadaan darurat. dan keadaan 
mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 
sedikit memenuhi krireiia sebagai l>erikut:
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas 

pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan 
sebelumnya:

b. tidak diharapkan terjadi berulang: dan
c. berada di luar kendali pemerintah Desa.

(3) kepatan.............

i
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(3) kegiatan pada sub bid an g penanggulangan bencana 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) merupakan upaya 
tanggap darura( akibat teijadinya bencana alam dan 
bencana aosial.

(4| Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya 
penanggulangan keadaan darurat karena adanya 
kerusakan dan/atau terancamnya penyeleaaian 
pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan 
harga yang menyebabkan tei^nggunya pelayanan dasar 
masyarakat,

(5) Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak 
merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan 
pelayanan dasar masyarakat mi skin yang mengalami 
kedaruratan.

Pasal 26

(1) Ketentuan kriteria bencana alam sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 25 ayat (3) adalah bencana yang diakibatkan 
oleh peristiwa atau serangkaian pehstiwa yang 
disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, 
tsunami, gunung mcletus, banjir. kekeringan. an^n 
top^n. dan tanah longsor.

(2| Ketentuan kriteria bencana sosiaJ adaJah bencana yang 
diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa 
yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik 
sosial antar kelompok atau an tar komunitas masyarakat. 
dan teror.

(3| Ketentuan kriteria kegiatan yang dapat dibiayai untuk 
penanggulangan bencana alam dan bencana sosial 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2| adalah 
merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya 
bencana alam dan bencana sosial yang difetapkan oleh 
bupati berupa kegiatan yang dilakukan dengan segera 
pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak 
buruk vang ditimbulkan. meliputi:
1. kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban dan 

harta benda;
2. pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan 

pengurusan pengungsi; dan
3. penyelamatan serta pemulihan prasarana dan 

sarana.

Pasal 27

(t) Kriteria keadaan darurat adalah adanya kerusakan 
dan/atau terancamnya penyeleaaian pembangunan 
sarana dan prasarana akibat kenaikan harga atau akibat 
lainnya yang menyebabkan terganggunya pelayanan 
dasar masyarakat.

(2) kriteria

{
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(2) kriteria sarana dan prasarana pelayanan dasar untuk 
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ay at (1) 
merupakan sarana dan prasarana pendidikan, 
kesehatan, pekeijaan umum dan penataan ruang, 
perumahan rakyat dan kawasan perm uki man,
ketentraman ketertiban umum dan perUndungan 
masyarakat, dan sosial yang memerlukan penanganan 
segera.

Pa sal 28

(Ij kriteria keadaan mendesak sebagaimana dimaksud 
daiam Pa sal 25 ay at (5) yaitu keadaan yang memakaa 
untuk segera dilakukan, dipenuhi, dan diselesaikannya 
upaya pemcnuhan kebutuhan primer dan pelayanan 
dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan 
berupa kebutuhan pangan, sandang, perumahan, 
kesehatan, pendidikan. peketjaan, dan/atau pelayanan 
sosial.

(2) kriteria masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan 
sebagaimana dimaksud pada ay at (1) yaitu warga Desa 
yang sama sekaJi tidak mempunyai sumber mata 
pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata 
pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan 
memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan 
dirinya dan/atau keluarganya.

(3) Kondisi keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada 
ay at (1) dan masyarakat miskin yang mengalami 
kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
disepakati beraama daiam musyawarah Desa serta 
ditetapkan dengan keputusan kepala Desa yang 
dilaporkan kepada bupati lewat Camat.

Pa sal 29

(1) Tata cara penggunaan anggaran untuk kegiatan pada 
sub bidang penanggulangan bencana. keadaan darurat, 
dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa 
sebagaimana dimaksud daJam Pasal 25 aval (1| adaiah 
dengan menggunakan jenis belanja tak terduga.

(2) Belanja tak terxluga untuk kegiatan pada sub bidang 
penanggulangan bencana, keadaan darurat. dan keadaan 
mendesak yang berskala lokal Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan mel^ui APB 
Desa dan/atau Are Desa Perubahan.

(3) Daiam hal Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2| dianggarkan daiam APB Desa dan/atau 
APB Desa Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat 
{2}, uraian rencana anggaran biayanya dibuat secara 
global tanpa dtrinci.

(4) Sumber
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(4) Sumber pendanaan belanja tak terduga dapat
diambilkan dan surober pendapatan yang dianggarkan 
dalam APB Desa dan/atau beraumber dari pengalihan 
bflanja kegiatan tainnya pada bid an g peny flcnggaraan 
pemeriniahan Deaa, pelakaanaan pembangunan Desa, 
pc m bin aan kem a syarakatan Desa, dan / atau
pemberdayaan masyarakat Desa yang bclum 
dilaksanakan yang dianggarkan dalam APB Desa 
Peru bah an.

(5) Realisasi belanja tak terduga sebagaimana dimaksud 
pada ay at (3| dan ay at (4) dilaporkan sesuai dengan 
kuitansi/pengeluaran/belanja yang dilakukan.

Bagian Keempat 
Pembiayaan

Pasal 30

(U Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
11 ayai (I) huruf c merupakan scmua penerimaan yang 
perlu dibayar kembali dan/atau pcngeluaran yang akan 
diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang 
beraangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

(2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdih atas kelompok:
a. penerimaan pembiayaan; dan
b. pengeiuaran pembiayaan.

PasaJ 31

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam 
Paaal 30 ayat (2) huruf a, meliputi:
a. Si LPA tah u n sebel u m nya;
b. pencairan dana cadangan; dan
c. ha ail penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan 

kecuali tanah dan bangunan.
(2) SILPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

paling sedikit meliputi pelampauan penerimaan 
pendapatan terhadap belanja, penghematan telanja, dan 
sisa dana kegiatan yang belum sclesai atau lanjutan.

(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan 
kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan 
dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa.

(4) Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dicatat 
dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan 
Desa yang dipisahkan.

Paaal 32
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Pasal 32

(1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam 
PasaJ 30 ay at (2) huruf b, terdiri ataa;
a. pembentukan dana cadangan; dan
b. penycTtaan modal,

Pasal 33

(1) Pembentukan dana cadangan sebagaJmana dimakaud 
dalam Pasal 32 huruf a dilakukan untuk mendanai 
kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus 
dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimakaud 
pada ay at (11 ditetapkan dengan peraturan Deaa.

(3} Peraturan Deaa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
paling sedikit memuat;
a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan:
b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dan dana 

cadangan;
c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang 

harus dianggarkan;
d. sumber dana cadangan; dan
e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

(4) Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari 
penyisihan atas penerimaan Desa, kecuaii dari 
penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan 
secara khuaus berdasarkan peraturan perundang* 
undangan.

(5) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir 
masa jabatan kepala Deaa.

Bagian Kelima 
Penyertaan Modal 

Pasal 34

(1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
32 huruf b antara lain digunakan untuk menganggarkan 
kekayaan pemerintah Desa yang diinveetasikan dalam 
BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau 
pelayanan kepada masyarakat.

(2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang 
dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB 
Desa.

(3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dalam bentuk tanah kas Desa dan bangunan tidak dapat 
dijual.tidak dapat dijual.

(4) Penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses
an ah sis kelayakan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(5| Modal...........

i
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(5) Modal BUM D«sa secara mayoritas dlmiliki oleh Desa.

Pasal 35

(1) Penyertaan modal pada BUM Desa dapat terdiri atas:
a. hibah dari pihak swaata, lembaga sosial ekonomi 

kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang 
disaJurkan melaJui mekanisme APB Desa;

b. bantu an Feme rin tab. pemerintah daerah provinsi, 
dan pemerintah daerah kabii paten yang disalurkan 
melaJui mekanisme APB Desa;

c- kcrjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial 
ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor 
yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan 
disalurkan melalui mekanisme APB Desa;

d. aset Desa yang diserahkan kepada BUM Desa sesuai 
dengan kerentuan peraturan perundang-undangan 
tentang aset Desa.

(2) Tata cara penyertaan modal pada BUM Desa 
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ay at (4) diatur 
dengan memperhatikan ketentuan indikator penyertaan 
modal yang dapat disertakan dan indikator analisa 
kelayakan penyertaan modal.
Indikator penyertaan modal yang dapat disertakan 
scbagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. Adanya sumber pendapatan yang dapat digunakan 

untuk penyertaan Modal pada BUM Desa; dan/atau
b, Adanya sumber Pcnerimaan Pembiayaan yang dapat 

digunakan untuk penyertaan Modal pada BUM Desa.
(3) Penyertaan modal yang dapat disertakan sebagaimana 

dimakud pada ayat (2) diberikan paling sedikit sehesar 
10% (sepuluh perse rat us) sumber pendapatan yang 
dapat digunakan untuk penyertaan modal pada BUM 
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a,

(4) Penyertaan modal yang dapat disertakan sebagaimana 
dimakud pada ayat (2) diberikan paling banyak sebesar 
30% (tiga puluh perseratus) sumber Penerimaan 
Pembiayaan yang dapat digunakan untuk penyertaan 
modal pada BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) huruf b,

(5) Indikator analisa kelayakan penyertaan modal 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. Adanya Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa 

yang mengatur tentang organisasi pengelola BUM 
Desa dan/atau struktur organisasi BUM Desa; modal 
usaha BUM Desa; Jenis Usaha BUM Desa; Anggaran 
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa, SK 
Kepala Desa tentang Pengelola Organisasi BUM Desa 
dan pengisian calon pengurus BUM Desa;

b.Adanya.....
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b.

C-

Adanya k^ian mengenai Proyeksi Pendapatan, Biaya 
OperaaionaJ, dan keuntungan BUM Desa; dan 
Adanya Peraturan Deaa ten tang Penyertaan ModaJ 
BUM Desa yang memuac paling sedikit:
1. jumlah modal yang disenakan;
2. mekanisme pcngembalian modal;
3. aJokasi keuntungan untuk Desa seciap periode 

pengelolaan;
4. hak dan kewajiban pihak Desa dan BUM Desa 

secara kelembagaan; dan
5. jangka waktu penyertaan modal.

(1)

BAB VI
PENGELOLAAN

Bagian Kesatu 
Umum

Pasal 36

Pengelolaan keuangan Desa meliputi:
a. perencanaan;
b. pelaksanaan;
c. penatausahaan;
d. pelaporan; dan
e. pertanggungjawaban.

Pasal 37

(1| Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud 
daiam Pasal 36 dilakukan dengan basis kas.

(2| Basis Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan pen cat a tan transaksi pada saat kas diterima 
atau dikeluarkan dan rekening kas Desa.

(3) Pengelolaan keuangan Desa dapai dilakukan dengan 
menggunakan si stem infonnasi yang dikelola
Kementerian Daiam Negeri.

Bagian Kedua 
Perencanaan

Pasal 38

(1) Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan 
perencanaan penenmaan dan pengeluaran pemerintahan 
Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan 
daiam APB Desa.

(2) Sekretaris Desa mcngoordinasikan penyusunan 
rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun 
berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang 
diatur dengan peraturan bupati setiap tahun yang paling 
sedikit memuat:
a. sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten 

dengan kewenangan Desa dan RKP Desa;
b.prinsip...............
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b. prinfiip penyusunan APB Dcaa;
c. kcbijakan penyusunan APB De&a;
d. teknis penyusunan APB Des&: dan
e. hal khusus lainnya.
Rancangan APB Deaa yang telah disusun merupakan 
bahan penyusunan rancangan perafuran Desa tentane 
APB Desa. 6

Pasai 39

(1) Sckretaris Desa menyampaikan rancangan peraturan 
Desa tentang APB Desa kepada kepala Desa.

(2) Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa
sebagaimana dimaksud pada avat (1) disampaikan 
kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati 
bersama dalam musyawarah BPD.

(3) Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama 
paling lambat buJan oktober lahun berjalan.

(4) Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan 
Desa tentang APB Desa yang disampaikan kepala Desa, 
pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang 
berkenaan dengan pengeiuaran operasional 
penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan 
menggunakan pagu tahun sebelumnya.

(5) Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai 
daaar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4|.

PasaJ 40

(11 Atas daaar kesepakatan bersama kepala Desa dan BPD 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3), kepala 
Desa menyiapkan rancangan Peraturan Kepala Desa 
mengenai penjabaran APB Desa.

(2) Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan 
rancangan Peraturan Kepala Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1).

Pasal 41

Bupati mendelegasikan evaluasi rancangan Peraturan Desa
tentang APB Desa kepada Cam at.

Pasal 42

(1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) 
disampaikan kepala Desa kepada Camat paling lambat 3 
(tiga| hari aejak disepakati untuk dievaluasi.

(2) Camat dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan 
panduan evaluasi rancangan peraturan Desa tentane 
APB Desa

(3) Penyampaian

1
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(3) Penyampaian rancangan peraturan Desa rentang APB 
Desa sebagaimana dimaksud pad a ay at (1) dilengkapi 
dengan dokumen paling sedikit meliputi:
a. surat pengantar;
b. rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai 

penjabaran APB Desa;
c. peraturan Desa mengenai RKP Deea;
d. peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan 

hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
e. peraturan Desa mengenai pembentukan dana 

cadangan, jika tersedia;
f. peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika 

tersedia; dan
g. berita acara hasil musyawarah BPD.

PasaJ 43

(1) Camat dapat mengundang kepala Desa dan/atau aparat 
Desa terkait dalam pelaksanaan evaluasi.

(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dituangkan dalam keputusan Camat dan disampaikan 
kepada kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) had 
keija terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.

(3) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam 
batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 
rancangan peraturan Desa dimaksud berlaku dengan 
sendirinya.

(4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) tel ah sesuai dengan ketentuan peraturan 
penmdang-undangan yang Icbih tinggi, kepentingan 
umum, dan RKP Desa, selanjutnya kepala Desa 
menetapkan menjadi peraturan Desa.

(5) Dalam haJ hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang'undangan yang lebih tinggi, kepentingan 
umum, dan RKP Desa, kepala Desa bersama BPD 
melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) 
hari ketja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Pa sal 44

(1| Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 35 ayat (5) tidak ditindaklanjuti oleh kepala Desa 
dan kepala Deea tetap menetapkan rancangan peraturan 
Desa ten tang APB Desa menjadi peraturan Desa dan 
rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran 
APB Desa manjadi Peraturan Kepala Desa, bupati 
membatalkan peraturan dimaksud dengan keputusan 
bupati.

(2| Kepala Desa
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(2) Kcpala Desa memberhentikan pelaksanaan peraturan 
Dcsa dan Peraturan KepaJa Desa paling lama 7 (tujuh) 
hari keija setelah pembataJan sebagaimana ctimaksud 
pada ayat (1| dan selanjutnya kepala Desa bersama BPO 
mencabut peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 
dimaksud.

(3) Dalam hal pernbataIan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) kepala Desa hanya da pat melakukan pengeluaran 
terhadap operasionaJ penyelenggaraan pemerintahan 
Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya 
sampai penyempumaan rancangan peraturan Desa 
tentang APB Desa disampaikan dan mendapat 
persetujuan Bupati.

Pasal 45

(1) Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa yang telah 
dievaluasi ditetapkan oleh kepala Desa menjadi 
peraturan Desa tentang APB Desa.

(2) Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1} ditetapkan paling lam bat tanggaJ 
31 Deaember tahun anggaran sebelumnya.

(3) Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Kepala 
Desa tentang penjabaran APB Desa sebagai peraturan 
pelaksana dari peraturan Desa tentang APB Desa.

(4) Kepala Desa menyampaikan peraturan Desa tentang APB 
Desa dan Peraturan KepaJa Desa tentang penjabaran 
APB Desa kepada bupati paling lama 7 (tujuh) hari keija 
setelah ditetapkan.

Pasal 46

(1) Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB 
Desa kepada masyarakat melalui media informasi.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 
sedikit memuat:
a. APB Desa;
b. pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang 

melaksanakan kegiatan; dan
c. alamat pen gaduan.

Pasal 47

(1) Pemehntah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa 
apabila terjadi:
a. penambahan dan/atau pengurangan dalam 

pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
b. sisa penghematan belanja dan siaa lebih perhitungan 

pembiayaan tahun beijalan yang akan digunakan 
dalam tahun berkenaan;

c.keadaan
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c. keadaftn yang menyebabkan harus dilakukan 
pergeaeran antar bidang, antar sub bidang, antar 
kegiaian, dan antar jenis belanja: dan

d. kcadaan yang menyebabkan SiUPA lahun 
scbelumnya harus digunakan da lam tahun anggaran 
beriaJan.

(2) Penjbahan APB Deaa hanya dapat dilakukan I (aatu) kalj 
dalam 1 (salu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan 
tuar biasa.

{3} Kriteria keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dnetapkan dalam musyav^arah E>e8a.

(4) Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) ditefnpkan dengan peraturan Desa mengenai 
perubahan APB Deaa dan tetap mempedomani RKP Desa.

Pasal 48

(1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap 
Peraturan KepaJa Desa tentang perubahan penjabaran 
APB Desa sebelum rancangan peraturan Desa tentang 
Perubahan APB Desa ditetapkan,

(2) Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran 
APB Desa sebagaimana dimaksud pada avat (If dapat 
dilakukan apabila terjadi:
a. penambahan dan/atau pengurangan dalam 

pendapatan Desa pada tahun anggaran beijaJan;
b. keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan 

pergeseran amarobjck belanja; dan
c- kegiaUn yang belum dilaksanakan tahun 

scbelumnya dan menyebabkan SiLPA akan 
dilaksanakan dalam tahun anggaran beijalan.

(3) Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai 
penetapan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan 
penjabaran APB Desa dan selanjutnya disampaikan 
kepada bupati melaJui surat pemberiuhuan mengenai 
Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran 
APB Desa.

Pasal 49

Tatacara Peraturan Desa Perubahan APBDesa sama dengan 
tatacara penyusunan Peraturan Desa APBDesa.

Bagian Ketiga 
Pelaksanaan

Pasal SO

(1) Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan 
penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan 
melalui rekening kas Deea pada bank yang ditunjuk 
bupati.

(2)Rekening...............
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(2) Reken ing kas Desa sebagaimana dimaksud pada ay at (1) 
dibuat oleh pemerintah Desa dcngan spesimen tanda 
tangan kepala Desa dan kaur keuangan.

(3) Desa yang belum memiliki pclayanan perbankan di 
wilayahnya, rekening kas E)esa dibuka di wilayah 
terdekat yang dibuat oleh pemerintah Desa dengan 
spesimen tanda tangan kepala Desa dan kaur keuangan.

Pasal 51

(1) Nomor rekening kas Desa sebagaimana dimaksud daiam 
Pasal 52 dilaporkan kepala Desa kepada bupati melalui 
Camat.

(2) Bupati melaporkan daftar nomor rekening kas Desa 
kepada gubemur dengan lembusan men ten melaJui 
Direktur JendcraJ Bin a Pemerintah an Desa.

(3| Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan 
untuk pengendalian penyaluran dana transfer.

Pasal 52

Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tuna! dengan jumlah
paling banyak Rp5.000,000,00 (lima juta rupiah) untuk
memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Desa.

Pasal 53

{!) Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana 
kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA 
paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah peraturan Desa 
tentaj’ig APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang 
Penjabaran APB Desa ditetapkan.

(2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa;
b. Rencana Kcija Kegiatan Desa; dan
c. Rencana Anggaran Biaya.

(3| Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat {2} huruf a merinci setiap kegiatan, 
anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana 
untuk kegiatan yang telah dianggarkan.

(4) Rencana Kerja. Kegiatan IDesa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf b merinci lokasi, volume, biayai 
sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana 
kegiatan anggaran, dan dm yang mclaksanakan 
kegiatan.

(5) Rencana Anggaran Biaya seb^aimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf c merinci satuan harga untuk setiap 
kegiatan.

(6)Kaur
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(6) Kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran 
menycrahkan rancangan DPA kepada kepaJa Oeaa 
melaJui sekretaris Desa paJizxg lama 3 (tiga| han keija 
setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PaaaJ 54

(1) Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA 
paling lama 6 (enam) hari keija scjak kaur dan kaai 
menyerahkan rancangan DPA.

(2| Kepala Desa menyetujui rancangan DPA yang telah 
diverifikasi oleh sekretaris Desa.

Pa sal 55

(2) Dalam hal terjadi perubahan peracuran Desa ten tang 
APB Desa dan/atau perubahan Peraturan Kepala Desa 
ten tang Penjabaran APB Desa yang menyebabkan 
fetjadinva perubahan anggaran dan/atau teijadi 
perubahan kegiatan, kepala Desa menugaskan kaur dan 
kasi pelaksana kegiatan anggaran untuk menyusun 
rancangan DPPA.

(2) DPPA sebagaimana dimaksud pads ayat (1) tcrdiri atas:
a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa Perubahan; 

dan
b. Rencana Anggaran Biaya Perubahan.

(3) Kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran 
menyerahkan rancangan DPPA kepada kepala Desa 
melalui sekretaris Desa paling lama 3 (tiga) hari keija 
setelah penugaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4| Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPPA 
paling lama 6 (enam) hari kerja sejak kaur dan kasi 
menyerahkan DPPA.

(5) Kepa^ i:>esa menyetujui rancangan DPPA yang telah 
diverifikasi oleh sekretaris Desa.

Pasal 56

(1) Kaur kruangan mcnyusun rancangan RAK Desa 
berdasarkan DPA yang telah diset ujui kepala Desa.

(2) Rancangan RAK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) disampaikan kepada kepala Desa melalui sekretaris 
Desa.

(3) Sekretaris Desa melakukan verilikasi terhadap 
rencangan RAK Desa yang diajukan kaur keuangan.

(4) Kepala Desa menyetujui rancangan RAK Desa yang telah 
di verifikasi sekretaris Desa.

Pasal 57
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Pasal 57

RAK Dtsa sebagaimana dimaksud daJam Pasal 56 me mu at 
arus kas masuk dan arus kas keiuar yang digunakan 
mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai 
pengeluaran berdaaarkan OPA yang tdah disahkan oleh 
kepala Pesa.

Pasal 58

(1) Arus kas masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 
mem u at semua pendapatan Desa yang berasal dari 
pendapatan asli Desa. transfer dan pendapatan lain,

(2) Setiap pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
didukung oleh bukti yang lengkap dan sah,

Pasal 59

(!) Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 
memuat semua pengeluaran belanja atas be ban APB 
Desa.

(2| Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

(3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat 
persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung 
jawab atas kebenaran material yang timbul dari 
penggunaan bukti tersebut.

(4) Kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran
bertanggungjawab terhadap findakan pengeluaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5| Kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran
menggunakan buku peml>antu kegiatan untuk mencatat 
semua pengeluaran anggaran kegiatan aesuai dengan 
tugasnya,

Pasal 60

(1) Kaur dan kasi melakaanakan kegiatan berdasarkan DPA 
yang telah disetujui kepala Desa.

(2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diiakukan dengan pengadaan melalui swakelola 
dan/acau penyedia barang/jasa.

(3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diutamakan melalui swakelola.

(4) Pengadaan melalui swakelola sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3| diiakukan dengan memaksimalkan 
penggunaan material/bahan dari wilayah setempat dan 
gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat 
untuk mem perl uas kesempatan kerja dan pemberdayaan 
masyarakat setempat.

(5) Dalam haJ

{
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(5) Dalam heU pelaksanaan kegiatan tidak dapat 
dilaksanakan melalui Bwakelola, baik aebagian maupun 
keseluruhan dapat dilaksajiakan oleh penyedia 
barang/jaaa yang dianggap mampu dan memenuhi 
persyaratan.

(6) Ketentuan tebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan 
kegiatan pengadaan barang/Jasa di Deaa sebagaimana 
dimaksud pada ay at (2) berpedoman pad a peraturan 
perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jaaa 
di Desa

Pa sal 61

(1) Kaur dan Kasi pelakaana kegiatan anggaran mengajukan 
SPP dalam sedap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai 
dengan periode yang lercantum dalam DPA dcngan 
nominal sama besar atau kurang dari vang tertera dalam 
DPA.

(2) Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan 
perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

Paaal 62

(1) Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP 
sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 63 untuk kegiatan 
pengadaan barang/jasa secara swakelola tidak iebih dari
10 (sepuluh) hari kerja>

(2) Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa belum 
dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerj^i Kaur 
dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib 
mengembalikan dana yang sudah diterima kepada kaur 
keuangan untuk disimpan dalam kas Desa.

(3) Kaur Keuangan mencatat pengeluaran anggaran 
sebagaimana dimaksud pada ay at {1| ke dalam buku kas 
umum dan buku pembantu panjar.

(4) Kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran 
menyampaikan pertanggungjawaban pencairan anggaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bukti 
tranaaksi pembayaran pengadaan barang/jasa kepada 
sekretaris Desa.

(5) Sekretaris Desa memeriksa kesesuaian bukti transaksi 
pembayaran dengan pertanggungjawaban pencairan 
anggaran yang disampaikan oleh kaur dan kasi 
pelaksana kegiatan anggaran.

(6) Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran 
barang/jasa Iebih kecil dari jumlah uang yang diterima, 
kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran 
mengembalikan sisa uang ke kaa Desa.

Pa sal 63

(1) Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya 
dilaksanakan melalui penyedia barang/jaaa dilakukan 
setelah barang/jasa diterima.

(2)Peng6ijuan.............

{
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(2) Pengajuan S?P Mbagaimana dimaksud pada ay at (1) 
dilampiri dengan:
a. pemyataan tanggung jawab belanja; dan
b. bukti penerimaan barang/jaaa di tempat.

(3) Oalam setiap pengajuan SPP sebagaimana dimaksud 
pada a vat (1), sekretaris Deaa berkewajiban untuk:
a. meneliti kelengkapan permintaan pern bay aran yang 

diajukan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan 
anggaran;

b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban 
APB Desa yang tercantum da lam permintaan 
pern bay aran;

c. menguji ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud; 
dan

d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh 
kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran apabila 
tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

(4) Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai 
dengan hasil verifikasi yang dtlakukan oleh Sekretaris 
Desa.

(5) Kaur keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai 
dengan besaran yang tertera dal am SPP setelah 
mendapatkan persetujuan dari kepala Desa.

Pasal 64

Kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran w^jib 
menyampaikan laporan akhir realise si pelaksanaan kegiatan 
dan anggaran kepada kepala Desa paling lambat 7 (tujuhj 
hari sejak seluruh kegiatan selesai.

Pasal 65

(1) Kaur dan/atau kaai pelaksana kegiatan anggaran 
menyusun RAB pelaksanaan dari anggaran belanja tak 
terduga yang diusulkan kepada kepala Desa melalui 
sekretaiis Desa.

(2| Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap RAB yang 
diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (l|.

(3) Kepaia Desa melalui surat keputusan kepala Desa 
menyetujui RAB pelaksanaan kegiatan anggaran belanja 
tak terduga sesuai dengan verifikasi yang dilakukan oleh 
sekretaris Desa.

(41 Kepala Desa melaporkan pengeluaran anggaran belanja 
tak terduga kepada hupati paling lama 1 (satu) bulan 
sqak keputusan kepala Desa ditetapkan.

Pasal 66.
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Pa sal 66

(1] Setiap pengeluaran kas Desa yang menyebabkan beban 
atas anggaran b«Ianja Desa dikenakan pajak sesuai 
dengan ketentuan p«raturan perundangan mengenai 
pcrpajakan yang be dak u.

(2| Kaur keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan 
pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
meliputi pengeluaran kas Desa atas beban belanja 
pegawai, barang/jasa. dan modal.

(4) Kaur keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan 
pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

Pasal 67

Arus kas masuk dan arus kas keluar sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 57 dan mekanisme pembiayaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 dan Pa^ 32 dianggarkan dalam
APB Desa,

Pasal 68

(1) Penerimaan pembiayaan dan SiLPA tahun sebelumnya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a 
digunakan untuk:
a. menuTupi defisit anggaran apabila realisasi 

pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja; dan
b. mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

(2| SiLPA yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (U buruf a merupakan 
perhitungan perkiraan penerimaan dari pelampauan 
pendapatan dan/atau penghematan belanja tahun 
sebelumnya yang digunakan untuk membiayai 
kegiatan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa 
tahun anggaran berkenaan.

(3) SiLPA yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang 
belum selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b merupakan perhitungan nil dari 
anggaran dan kegiatan yang harus diselesaikan pada 
tahun anggaran berikutnya,

(4) Kaur dan/atau Kasi petaksana kegiatan anggaran 
mengajukan kembali rancangan DPA untuk disetujui 
kepala Desa menjadi DPAL untuk mendanai kegiatan 
yang belum selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b.

(5) Kaur

i
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(5) Kfiur dan/atau kasi pelaksana kegiatan anggaran dalam 
mcngajukan rancangan DPA sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4), cerlebih dahulu menyampaikan laporan 
akhir reaJiaasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran 
kepada kepala Desa paling lambai minggu kedua bulan 
Desember tahun anggaran berjalan.
Sekretaris Desa menguji kesesuaian jumlah anggaran 
dan sisa kegiatan yang akan disahkan dalam DPA.
DPAL yang telah disetujui menjadi dasar penyelesaian 
kegiatan yang belum selesai atau lanjutan pada tahun 
anggaran berikutnya yang ditetapkan Peraturan Kepala 
Desa.

Pasal 69

(t) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 31 huruf b dan pembentukan dana cadangan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a 
dicatatkan dalam catatan atas laporan keuangan,

(2) Pencatatan pencairan dana cadangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) merupakan penvisihan anggaran 
dana cadangan dalam reken ing kas Desa.

(3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilarang digunakan uiUuk mcmbiayai 
program dan kegiatan Iain diluar yang telah ditetapkan 
dalam peraturan Desa mengenai dana cadangan.

(4) Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan 
peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi 
untuk melaksanakan program dan kegiatan,

(5) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
dianggarkan pada pcnerimaan pembiayaan dalam APB 
Desa.

Pasal 70

(1) Pcnyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
32 huruf b dicatat pada pengeluaran pembiayaan.

(2) Hasil keuntungan dan penyertaan modal sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1| dimasukan sebagai pendapatan 
asli Desa.

Bagian Keempat 
Penatausahaan

Pasal 71

(1) Penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan 
sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan,

(2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan mencatat setiap pcnerimaan dan 
pengeluaran dalam buku kas umum.

(3) Pencatatan

i
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(3) Pencatatan pada buku kaa umum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2J ditutup sedap akhir bulan.

Pa sal 72

(1) Kaur keuangan wajib membuat buku pembantu kaa 
umum yang lerdih ataa:
a. buku pembantu bank;
b. buku pembantu pajak: dan
c. buku pembantu panjar.

(2} Buku pembantu bank sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a merupakan Catalan penerimaan dan 
pengeluaran melalui rekening kas Desa.

(3| Buku pembantu pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 
(M huruf b merupakan Catalan penerimaan potongan 
p^ak dan pengeluaran setoran pajak.

(4) Buku pembantu panjar sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huaif c merupakan Catalan pemberian dan 
pertanggungjawaban uang panjar,

Pasal 73

Penerimaan Desa disetor ke rekening kas Desa dengan cara:
(1)

(2)

(3)

disetor langsung ke bank oieh pemenntah, Pemenntah 
Provinsi dan Pemeriniah Daerah Kabupaten;
disetor melalui bank lain, badan. lembaga keuangan 
dan/atau kanior pos oteh pihak ketiga; dan
disetor oleh kaur keuangan untuk penerimaan yang 
diperoleh dari pihak ketiga.

Pasal 74

(1) Pengeluaran alas beban APB Desa dilakukan 
berdasarkan RAK Desa yang celah diset ujui oleh kepala 
Desa.

(2) Pengeluaran mas beban APB Desa untuk kegialan yang 
dilakukan sccara swakelola dikeluarkan oieh kaur 
keuangan kepacia kaur dan kasi pelaksana kegiatan 
anggaran atas clasar DPA dan SPP yang diajukan serta 
telah disetujui oleh kepala Desa.

(3) Pwgeluaran alas beban APB Desa untuk kegiatan yang 
dilakukan melalui penyedia barang/jasa dikeluarkan 
oleh kaur keuangan langsung kepada penyedia acas 
dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh l^si pelakaana 
kegiatan anggaran dan telah disetujui oleh kepala Desa,

(4) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk belanja 
pegawai. dilakukan secara langsung oleh Kaur Keuangan 
dan diketahui oleh kepala Desa.

(5) Pengeluaran

I
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{5) Pengeluaran ata& bcban APB Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4] dibuktikan 
dengan kuiiansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan,

(6) Kuitansi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat 
(5) ditandatangani oleh kaur keuangan.

(7) Kuitansi penerimaan aebagaimana dimakaud pada ayat 
(5) ditandatangani oleh penerima dana.

Pasal 75

(1) Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) 
dilaporkan oleh kaur keuangan kepada sekretans Desa 
paling lam bat tanggal 10 (sepuluh) bulan benkuinya,

(2| Sekretaris De54a melakukan verifikasi. evaluasi dan 
analisis atas laporan sebagaimana dimaksud pada avat 
(1).

(3) Sekretaris Desa melaporkan basil verifikasi, evaluasi dan 
analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
disampaikan kepada kepala Desa untuk disetujui.

Bagian Kellma
Pelaporan

Pasal 76

(1( Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB 
Desa semester pertama kepada bupati melaJui Camat.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tenilri 
dari:
a. laporan pelaksanaan APB Desa; dan
b. laporan realisas! kegiatan.

(3) Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimakaud 
pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seiuruh 
laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 paling 
lam bat minggu kedua bulan Juli tahun betjalan.

Pasal 77

Bupati menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB
Desa semester I Jsatu) kepada Men ten melalui Direktur
Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lam bat minggu
kedua bulan Agustus tahun betjalan.

Bagian Keenam 
Pertanggu n gjawaban

Pasal 78

(i) Kepala Desa menyampaikan laporan
pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada bupati 
melalui Camat setiap akhir tahun an^aran.

(2) laporan...................
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(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana diiziaksud 
pada ay at (1| diaampaikan paling lam bat 3 (tiga) bulan 
sctelah akhir lahun anggaran berkenaan yang ditetapkan 
dengan peraturan Desa.

(3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
disertai dengan:
a. laporan keuangan, terdiri atas:

1. laporan realisasi APB Desa; dan
2. catauui uUis kcuaxigaij.

b. laporan realisasi kegiatan; dan
c. daftar program sektoral. program daerah dan 

program lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 79

(1) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 78 merupakan bagian dari laporan 
penyelcnggaraan pemerintahan Desa akhir tahun 
anggaran.

(2) Bupati menyampaikan laporan konsolidasi realisasi 
pelaksanaan APB Desa semester tl {dua) kepada Menteri 
melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa 
paling lam bat minggu kedua buian April tahun beijalan.

Pasal 80

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dan 
Pasal 78 diinformasikan kepada masyarakat melalui 
media informasi,

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 
sedikit memuat:
a. laporan realisasi APB Desa;
b. laporan realisasi kegiatan;
c. kegiatan yang belum selesai 

terlaksana;
d. sisa anggaran; dan
e. alamat pengad u an.

dan/atau ddak

Pasal 81

Format Kode Rekcning, Peraturan Desa ten tang APB Desa, 
Peraturan KepaJa Desa ten tang Penjabaran APB Desa, 
Panduan Bvaluasi Rancangan Peraturan Desa ten tang APB 
Desa. Peialu$aj> Desa (eiiUutg APG Desa.
Peraturan Kepala Desa ten tang Penjabaran Peru bah an APB 
Desa, DPA, DPPA, RAK Desa, Buku Pembantu Kegiatan, 
Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, 
SPP, Laporan Akhir Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan 
Anggaran, DPAL, Peraturan Desa ten tang Peru bah an APB 
Desa, Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran 
APB Desa. Buku Kas Urnum, Buku Pembantu Kas Umum,

Kuitansi............

f
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Kuitansj, Laporan Pelaksanaan APB De&a Semester Pertama, 
dan Laporan Pertanggungjawaban tercantum dal am Lam pi ran 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Paaal 82

(]| Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan
pengelolaan keuangan Desa yang dikoordinasikan 
dengan APIP Daerah Kabu paten meialui Perangkat 
Daerah yang menangani Desa.

(2| Camat membina dan mengawasi pelaksanaan
pengelolaan keuangan Desa di wilayah KeCamatan 
masing-maaing.

BAB VllI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 83

(1] Desa persiapan mendapaikan alokasi biaya operasional 
aan diaya iainnya yang ditotapkan aaiam AKb uesa 
induk berdasarkan RKP Desa induk dengan besaran 
sesuai keteniuan peraturan perundang-undangan.

(2] Pelaksanaan alokasi biaya operaaional dan biaya lainnya 
sebagaimana dimaksud pada ay at (1] dilaksanakan oleh 
penjabat kepala Uesa persiapan.

(3| Pelaporan dan pertanggungjawaban alokasi biaya 
operasional dan biaya lainnya sebagaimana dimaksud 
pada ay at (l| dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

Kenjgian Desa yang teijadi karena adanya pelanggaran 
administratir dan/atau pelanggaran pidana diselesaikan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERAUHAN

Pasal 85

(1) Pengelolaan keuangan Desa yang saat ini maaih betjalan 
berdasarkan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 42 Tahun 
2015 ten tang Pengelolaan Keuangan Desa tetap berlaku 
sampai Tahun 2018 sepaniang tidak bertentanean 
dengan Peraturan Bupati ini,

(2) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Bupati ini mulai berl^u untuk APB Desa 
Tahun Anggaran 2019.

BAB X

/
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BAB X 
PENUTUP

Pasal 86

Pada saat Pc rat u ran Bupati ini mulai berlaku, Peraturan 
Bupati Boyoiali Nomor 42 Tahun 2015 tcntang Pedoman 
Pcngelolaan Kcuangan Dcsa (Berita Daerah Kabupaten 
Boyoiali Tahun 20IS Nomor 43) dicabut dan dinyatakan tidak 
beiiaku.

Pasal 87

Peraturan Bupati ini mulai bcriaku pada tanggal 
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Oupati ini dengan penempatannya 
Haiam Bcrita Dacrah Kabupaten Boyoiali.

Ditetapkan di Boyoiali 
pada tanggal pcs««49»2018

/? BUPATI BOYOUU,/

SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyoiali 
pada tanggal ocatff\b9' 2018

^ftR^TARIS DAERAH 

.KABUPAT&^BOYOLALI 
fn apektu r saerah,

SRURl

Tc
8^

t f I
:nr- ; M., I

In
BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2018 
NOMOR 5S

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA 8AGIAN HUKUM 
SETDA KABUPATEN BOYOLALI

AGNES SRI ININGSIH
fmbina

NIP. 19671102 199403 2 009



A. FORMAT KODE REKENING

LAMPIRAN
PERATURAN BUPAT! BOYOLALI 
NOMOR TAHUN 2018 
TENTANG PE DO MAN PENGELOLAAN 
KEUANGAN DESA

A.l. Daftar Kode Rekening Bidang, Sub Bidang, dan Kegiaran

KODE REKENING URAIAN BIDANG, SUR BiOANO, DAN KEOIATAN
a b c
1 BIDANG PENYELENGGARAAN PRMRRINTAHAN DF.SA
1 1 Sub Bidang Pcnydcnggaraan Elclanja PenghasiUtn Tptap, Tunjangan dan 

Ooerasifjnol KrmcrintaJian Dcsa IMaksimal 30% unfuk kt^Kiatan 1-71
1 1 01 Pcnycdiaan Pcnghasilan IVtap tlan Tiinjangan Kepala Desa
1 1 02 F^nyediaan l>cnghasiJan Teiap dan 'runjangon Pcrangkat Desa
1 1 03 l>enyediaan .Jaminan Sosial bagi Kcpala Desa dan Perangkat Desa
1 1 04 Penyediaan OperasionaJ Pcmcrintali Desa (ATK, noiiorarium PKPKD dan 

PPKD. pcrlongkapan ix^rkantoran, pakaian dinas/uiribui, Ustrik/lcJpon, 
dll)

1
1

1 05 Penyediaan Tunjangan BPD
1 00 Penyediaan Opera sional BPD (rapat-rapal ATK, makan-minum, 

perlengkapan perkantoran. Pakaian Scragaiu. perjalanan dinas, 
listrik/felpon, dll)

1 1 07 Penyediaan Jnsenl.if/Operasional RT/RW
1 1 00 Pemberian Jasa Pengabdian krpada A pa rat I'emericLah Desa
1 1 01 Lain lain Sub Bidajig Penyelenggaraan Belanja Penghasilaji Tetap, 

Tunjangan dan Operasiona! Pemerinlahiin Desa

1 2 Sub Bidans Sarana dan Prasaraua Pemeriniohan Desa
1 2 01 Penyediaan Sarann (aset tetap| Perkantoran/Pemerintahan
1 2 02 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
1 2 03 Pembangunan / R eliabi I ila si/ Pe n ingka fa n Oed ung/ Prasarana Kantor 

Desa
] 2 90 Pemeliharaan Sarana l*erkantoran/Pcmerintahan
1 2 01 La in-la in kegiatan sub bidang sarana dan prasarana pemerintahon Desa

1 3 Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pcncatatan SipUt Statiatik dan 
Kenrsinan

1 3 01 Pe lay a nan admlniatrasi imuim dan kependudukan (Surat
Penganiar/Pclayanan KTP, Akta Kelahiran, Karlu Kcluarga, dll)

1 3 02 Pcnyusunan/PendataHn/Pemutakliiran ProfU Desa (Pro 01
Kependudukan dan Potensi Desa)

1 3 03 l1engeloiaan Administrasi dan Kearsipan i^mcrintahan Desa
1 3 04 Penyuluhan dan Penvatiaran Masyarakat tentang Kependudukan dan 

Pcncatatan Sipil
1 3 05 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa serarH Partiaipaiif
1 2 90 Penve lengga ra a n Aisip Desa;
1 3 91 I^in-lain kegiatan sub bidang admtnistrBsi kependudukan, pencatatan 

sipil, statiatik dan kcarsipan
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1 4 Sub Bidang Tata Praja Pemmntahan, Pprencanaan, Keuangan dan 
Pelaooraji

1 4 01 Penyelfnggaraan Musyawarah Peremtanaan Desa/l^embahasan Ai’BDes 
{Musdea, Musi,enbangdca/Pra-Musrenbangdesl dll, bcrsifat regular)

1 4 02 Penyclcnggaraan Musya war ah Dcsa lainnya {musdtis, rerabug warga, 
dlL, yang bersilal non-regular scsuai kcbuluhan dcsa)

\ 4 03 Pcnyusunan Dokuracn Pcrencanaan Dcsa (RPJMDes/RKPDes, dll)
\ 4 04 Penyusunan Dokumen Kcuangan Dcsa {APBDrs/ APODcs Pcrubahan/ 

LPJ APBDcs, dan sHurxjh <iokumcn terkaif)
\ 4 05 Pengclolaan/Administrasi/Invcntarisasi/Pcnilaian Aset Dcsa
1 4 06 l>enyusunan Kebijakan Oesa (I>er<les/Perkades, dll diluar dokumen 

Rcncana Pembangunan/Keuangan)
1 4 07 Pcnyusunan Laporan Kcpala Dcsa/Penyclcnggaraan Pemerintahan Dcsa 

(laporan akhu' lahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan 
ketcrangan akhir lahun anggaran, informasi kepada masyarakat}

1 4 08 Pengembangan Sisfem Informa si Dcsa
1 4 09 Koordinasi/Kcrjasama Pcnyelen^iaraan Pemerintahan dan

Pemlwngunan Dcsa [Aniar Dcsa/Kccamatan/Kabupaten, Pibak Keiiga. 
dUj

1 4 10 Dukuiigan i>elaksanaan dan Sosialisasi Pilkadcs, Pemilihan Kcpala 
Kewilavahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi we we nan g Dcsa)

1 4 U Pcnyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen 
dalam mengikuti Ix>mba Dcsa

1 4 00 Adjnlnistrasi Pcngclolaan Kcuangan Dcsa (Pajak Bunga, Qiaya Transfer, 
Riaya Kliring dll)

1 4 01 Dukungan Pclaksanaan dan Sosialisasi Pcti^isian Perangkat Dcsa
1 4 92 Dukungan Pclaksanaan Pemilihan Umuni, Presiden/Wakii Presiden dan 

KepaJa Dacrah menjadi kewenangan Dcsa)
1 4 93 Pengeloiaan Infonnasi Dcsa
1 4 94 Lain-lain kegiatan sub bid an g tata praja pemerintahan, percncanaan, 

kouaiigan dan pclaporan

1 5 Sub Bidnnp PrrtAnahj^n
1 5 01 Sertilikasi Tanah Kas IDesa
I 5 02 Adminisirasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi 

i^enda Penanaiianj
1 5 03 'Fasiliiasi Sertifikasi Tanah unnik Masyarakat Miskin
1 5 04 Mediasi Konilik Pertanahan
1 5 05 Penyuluhan Pertanahan
1 5 06 Administrasi Pajak Burai dan Bangunan (PBBj
1 5 07 Penemuan/Pcnegasan/Pcmbanguiian Balas/Patok Tanah Dcsa
I 4 90 Pemciaan Pertanahan
1 4 91 Apraiscl ascl dcsa
I 5 92 l.ain-lain kegiatan sub bidang pertanahan

2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2 1 Sub Bidajie Pendidikan
2 I 01 Penyclcnggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik 

Dcsa (Banruan Honor Pengajar, Pakaian 5k*ragam, Opcrasional, dst)
2 i 02 Dukungan Pcnyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)
2 1 03 f^enyuluhan dan PclatUian Pendidikan bagi Masyarakat

•2-
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2 1 04 Pempliharaan Sarana dan Prasarana Pcrpustakaan/Taman Bacaan 
Dcstif Sanggar Bclajar Milik Dcsa

2 1 05 PemHiharaan Sarana dan Prasarana
PAU D / 'IK / TI *A / TKA / TI*Q / M ad rasa h Non- Konual Milik Desa

2 1 06 Pe m ba ngu n« n / Rf* lia bili fa si / Pp n i ngka tfl n / Pengad aa n
Sarana/Pro saraim/ Alai Pcraga Edukatif |APE| PAUD/
TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Dcsa

2 1 07 Pc m bangu na n / Rchabdita si / Pc n mgkataii Sarana Prasarana
Pcrpustakaan /Taman Bacaan Dcsa/ Sanggar Re la jar Milik Dcsa

2 1 oa IH^ngclolaan Pcrpustakaan Milik Dcsa (IVngaclaan Buku-buku Bacaan» 
Honor Penjaga untuk Pcrpustakaan/Taman Bacaan Dcsa)

2 1 09 Pengembongan dan 1*001 binaan Sanggar Sen! dan Rclajnr
2 1 10 Dukungan Pendidikan btigi Siswa Miskin/Bcrprcsiasi
2 1 90 Loin-lain kegiatan sub bidang pendidikan

2 2 Sub Bidang Keschatan

2 2 01 Penyeleiiggajaan Pos Kcschatan Dcsa fPKDJ/Polindcs Milik Dcsa (Obat- 
obatan Tarabalian Inscntif Bid an Desa/Perawat Dcsa; Prnyediaan 
Pclayanan KO dan Alat Kontraaepai lugi Kcluarga Miakbi. dsl)

2 2 02 Penyclenggaraan Posy and u (Makanan Tam ba ban, Kclas lliu Ha mil, Kclaa 
I-ansia, InscntifKadcr Posy and u)

2 2 03 Penvultihan dan Pclatihan Hklang Kesclialan (untuk Masyarakal, 
Tcnaga Kcschatan. Kadcr Kcsehaian. dU|

2 2 04 Penyplenggaman Desa Siaga Keschaian
2 2 05 PcQibinaan Palang Me rah Rcmajn (PMR) tingkat dcwi
2 2 06 Pengasulian Bersamu aiau Bina Kcluarga BtUita (RKR)
2 2 07 Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kcschaian Tradisional
2 2 oa PetDcliharaftii Sarena/Prasajana Posyandu/Polindcs/PKD
2 2 09 1 *e m Iw r^u na n/ Kcha bilila si / Peningka tan / Pengad aan Sa rana / Prasara na 

Posy a nd u / Polindcs / PKD
2 2 90 Pcngadnan/pcmhangunan/pcngcmbangan/ pcmcliharaan Sarana dan 

Prasarana Kcschatan/ Air Rersih /sanitasi/kebersilian
lingkungaji/jambojiisasj/mandi, ctici, kakus (MCKf

2 2 91 1 Vnga da an / pem bangunan / pengem bangan / pcmcl iharaa n sa ra na
prasarana alal baittu penyandang disabilitas/panti rrhabilitasi 
penyandang dlsabililas**;

2 2 92 Pcngelolaan dan Pemanfaatan Tana man Ohai Kcluarga
2 2 93 Penyclenggaraan Promosi Kcschatan dan Gerakan Hidup Bersih dan 

Sc hat
2 2 94 Penyediaan KasiUtas Kcschatan jMobil SUga/AmbuLan Desa}
2 2 95 Penyediaan Kasilitasi Jaminan Kcschatan Keluurga Miskin
2 2 96 Lain-lain kegiatan sub bidang kcschatan

2 3 Sub Bidang Peketjaan Umum dun Penataan Kuang

2 3 01 Pcmcliharuan Jalan Dcsa
2 3 02 Pcmcliharaan Jalan Lingkungon l*ermukiman/Gang
2 3 03 Pcmcliharaun .lalan Usaha Tanl
2 3 04 Pcmcliharaan Jem batan Milik Dcsa
2 3 05 Penteliharaan Prasarana .lalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab 

Culvert, Drainase, ITasarana Jalan lain}

•3- y



2 3
3

06
07

Pemfilih«rHHn Gedur^/PrasAmnfi BaJai Desa/Balai Kemasyarakatan
2 Pemcliharaan l^fmakaman Milik Dcsa/Situs Bcrsejarah Milik Desa/ 

Perilasan Milik Desa
2 3 03 l*emeliliarflfln Embung Milik Desa
2 3 09 Pomcliliaraan Mouumcn/Gapura/Batas Desa
2 3 10 F^imbangunaii/Rchabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa
2 3 11 Pcrnbangunan/Rebabilitasi/PenmRkaiaji/Pengerasan Jalan Lingkiingan

Perm uk i ma n / Ga ng
2 3 12 Pernbangunan/Rchnbiiitasi/Pcuuigkatan/Pengerasan Jalau Usaha Tani
2 3 13 Pembangunan / Reha bi li tasi / Peningka t an /1 ^engerasan Jembatan Milik 

Desa
2 3 14 Pembangunan/Rchabilitasi/Peningkaian Prasarana Jalan Desa (Gorong- 

gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)
2 3 15 Pembangunan /Reha liilitasi/ i»eningkaian BaJai Desa/ Balai

Kemasyarakata
2 3 16 Pembangunan/Rehabiiitasi/Peningkatan Pern aka man Milik Desa/Situs 

Bersejarah Milik Dcsa/Pctilasan
2 3 17 Pembuaian/Pcmutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa
2 3 18 Pcnyusuiian Dokumen Perencanaan Tata Kuang Desa
2 3 19 Pcmljangunan/Rehabilhasi/Peningkalan Embung Desa
2 3 20 Pem 1 w ngu na n / Re ha biliuisi/ Peningkatan Mon um en / Gapu ra / Ba las Desa
2 3 90 lain-lain kegiatan sub bidang pekcjjaan umum dan penataan njang

4
-

2 Sub Hidang Kawasan Permukiman

2 4 01 Dukungan pelaksanaaji Program Pemljangu nan/Rehab Rumah Tidak 
Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)

2
2

4
—4"

02
03 ’

Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
Pemelihaman S umber Air Bersih Milik Desa (Mala Air/Tandon 
Pcnanipungan Air Hujan/Sumur Elor. dll)

2 4 04 Pemcliharaan Samhungnn Air Bersiij ke Kumah Tangga (pipanisasi, <IU)
2 4 05 Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Setokan, Parit, dll.f 

diluar prasarana Jalan)
2 4 06 Pemcliharaan Fa si litas Jaml>an Umum/MCK umum, dll
2 4 07 I^emeliJiaraan Fasiiitas Pengeloiaan Sam pah Desa/Permukiman 

(Penampungan, Bank Sampah, dll)
2 4 08 Pemebharaan Sisiem Pembuangan Air Umhah (Drainase, Air limbah 

Rumali Tanggo)
2 4 09 Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
2 4 10 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkaian Sumur Resapan
2 4 11 Peratwngunfiu/Reliabiiitasi/PcnmgkalHn Suml)er Air Bersih Milik Desa 

(Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Ror, dll)
2 4 12 Pem ban gu nan/Re ha bilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke 

Rumah Tangga (pipanisHSi, dll)
2 4 13 Pembangunan/Rciiabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong- 

gorong, Selokaii. Paril, dll di luar Prasarana Jalan)
2 4 14

15 ~

Pemlwngunan/Rehabiliias/Peningkatan Pasikias Jamban Umum/MCK 
Umum, dll

2 4 Pem ban gunan/Rehabiliia si/Peningkatan Fasiiitas Per^elolaan Sampah 
Desa/Permukiman (Penampungan, Fiank Sampah, dll)

2 4 16 Pe mbrt ngu na n / Kehabilitasi / Pen i ngka tan Sisiem Pem buangan Air 
f Jmbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)



2 4 17 Pembangunan / Rehabilitasi/ Pcningkatan Taman/Tam an Bermain Anak 
Milik Desa

2 4 90 Pembangunan penerangan Jalan lingkungan pemukiman
2 4 91 k) in-la in kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan kawasan 

pemukiman4

2 5 Sub Bidang Kebutanan dan Lingkungan Hklup

2 5 01 Pcngelolaai^ Hutan Milik Desa
2 5 02

’ 03’ *

Pengelolaan Lingkungan Hid up Desa
2 5 Pelatihan/ Sosialisasi / Peny uluhan/ Penyadaran lentang Lingkungan 

Hidup dan KehuLanan
2 5 90 Iain-lain kegiatan sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

2 6 Sub Bidang Perhubungan, Koinunikasi, dan Infomiaiika

2 6
6

01
02'

Pembuaian Rambu-ranibu di Jalan Desa
2 l*enyelenggaraan Informas i Publik Desa {Misal Pembuatan

Poster/Balibo Informasi penetapan/LPJ APBDes uniuk Warga. dli)
2 6 03 Pcngelolaan dan Pembuatan .laringan/Instalasi Komunikasi dan 

Informasi Lokal Desa
2 6 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan 

Infonnaiika

2— 7 Sub Bidang Energi dan Sumber Day a Mineral

2 7 01 l*emeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Altcrnatif tingkaf Desa
2 7 02 Pembangunan/Rchabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Eitetgl 

Alternatif titigkat Desa
2 7 90 lain-lain kegiatan sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2 8 Sub Bidang Pariwisata

2 8 0\ Pemeliharaan Sarana dan Ibasarana Pariwisata Milik Desa
2 8 02 Pembangunan/Rehabilitasi/Pen ingka tan Sarana dan Prasarana

Pariwisata Milik
2 8 03 I'engeinbangan Pariwisata Tingkat Desa
2 8 90 Pengadaan / pembang u nan / pengem ba ngan / pern eliharaan sarana dan 

prasarana Desa wisata/ pondok wisaia/panggung hiburan/ kios 
ctenderamiita/kios waning makan/wahana permainan nnak/wahana 
permaman outbound/ taman / tcmpai pcnjualan tiket/rumah 
penginapan/angkuian wisata **

2 8 91 Peningkatan kapasitas pengelola wisata Desa dan fasilltasi pelaku usaha 
pariwisata di Desa;

2 8 92 lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata

3 DIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
Sub Bidang Kctcntcraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan 
Masvarakat

3 1

3 1 01 Pengadaan/Penyclcnggaraan Pos Kcamanan Desa (pembangunan pos, 
pengawasan pclaksanaan jadwal rtmda/patroH dllj
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3 1 02 Penguatan dan Pcning^tan Kapaaltas Tenagfl Kearnanan/KclcrU ban | 
Oleb Pemerintah Deaa (Satlinmas drsa)

3 1 03 Koordinasi Pembina an Ketemreman, Kelertiban, dan Pelindungan 
Masyarakat (dengan masyarnicai/insianai pemermtah daerah. dil) Skala 
Lokal Desa

3 1 04 Pclatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Dcncana Skala Lokal Deaa
3 1 05 I^enyt^liaan Pos Kesiapsiagann Rrnrana Skala l^kal Dcsa
3 1 06 Rantuan Hukum Utituk Aparntv^r Pcan dan Masyarakat Miskin
3 i 07 {>claUhan/PenvuIuhan/So»iahsHsi kepadn MasyarakaL di Bidang Hukum 

dan Peliudungan Masvarakat
2 8 90 FasiUtasi kcikutscrtaaii rumah (nngga miskin dalam program kduarga 

bcrcncana/ketrarapilHii pixiduktif bagi keluarga miakin/bantu an 
pelayanan keschatan keluarga l>agi runuth tongga miskin**: dan

2 8 91 Penyelenggaraan ketentraman dnn ketercihan desa
3 1 92 Lain* lain kcgiaiai) sub bidong Krtcnicraman, Kcccrtiban Umum, dan 

Pelindungan Masyamkat

3 2 Sub Bkianp Kebudavaan dan Kcaeamaan
3 2 01 IVmhmaan Group Keaenian dan Kebudavaan Tingkat Desa
3 2 02 l^ngirimao Ron tinge n Group Ko stmian dan Kebudayaan sebagai WakU 

Desa di tingkat Kecamalan dan Kabupaten
3 2 03 Penyclcn^araan Festival K esc man, Adai/Kebudayaan, dan Keagamaan 

(perayaan hari kemerdekaan, Kari besar keagamaan. dll) tingkat Desa
3 2 04 Prmeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah

Adat/Keagamaan Milik Desa
3 2 05 Pembangunan/KehabililaKi/Pfuingkatan Sarana dan 1>rasarana 

Kebudayaan/Kumah Adai/Keag«imaan MUik Desa
3 2 90 lain-lain kegialan sub bidang KHnidnyaan dan Keagamaan

3 3 Sub Bidane Kcoemudaan dun Obdi Raaa
3 3 Ot I’engiriman Kontingen Repemiulaan dan Olah Kaga sebagai Wakil Desa 

di tingkat Rccamatan dan Kabupaten
3 3 02 Penycienggaraan pclatihan kepemudaan IKcpemudaan, Penyadnraan 

Wawasan Kebangsaan, dll) tiiigkat Desa
3 3 03 Penvelenggaraan Festival/Ix)mba Kepemudaan dan OUihraga tingkat 

Desa
3 3 04 Pemeliharaan Sarana clan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga MUck 

Desa
3 3 OS Pcmbangunan/Rchabibtasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana

Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**
3 3 06 Pembinaan Karang Tamria/Klub Krj>emudaan/Klub Olah raga
3 3 90 Peningkatan sumlN*rdaya manusia bidung olah raga;
3 3 91 Fasilitasi pembinaan organisasi dan kcgiaian pemuda Desa; dan
3 3 92 renvelenagaraan olaiuagu Lingknl l>csa.
3 3 93 lain-lain kcgiaiait sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga

3 4 Sub Birlane Kelembafiooit Masvarakat
3 4 01 Pembinaan Lembagu Atlnt
3 4 02 l^embinaan LRMD/LPM/LPMD
3 4 03 Pembinaan PKK
3 4 04 Pelaiihan Pembinaan Lcmbaga Kemasyarakatan
3 4 90 Pembinaan RT/RW
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3 4 91 Pembinaan Karang Tanuia
3 4 92 Penyelcnggaraan Kader Pemberdayaan Masyarakat Dcsa (KPMOi
3 4 93 lain-lain kegiatan stib bidang Kelembagaan Masyarakat

4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
4 1 Sub Bidane Kelautan dan Perikanan
4 1 01 PemttUharaan Karamba/Kolaru IVrikanan Darai Milik Dcsa
4 1 02 Pemeliliaraan IVlabuhan Peiika nan Sungai/Kccil Miiik Desa
4 1 03 Pcm bajiguna n / R c ha bilitasi / Pciilngkatan Karam ba / Kolam PerikanaTt 

Darat Milik Dcsa
4 1 04 l^em ba ngui lan/ Rctia biliiaai/ Peningka lan Pc la buhan Perikajian

Sungai/KccU Milik Desa
4 1 05 BanLUan IVrikanan (BibiiyPakan/dsi)
4 1 06 Pelatihan/Bimlek/Pengetialan TckoQologi Tepat Guna untuk Perikanan 

Darai/Nftiayan
4 1 90 lain-lain kegiatan sub bidang kclautan dan perikanan*

4 2 Siib Hidrtnrr ivrifinian dAtj Pcicmakan
4 2 01 l*eningkaLan IToduksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pcngolaban 

perlanian, penggilingan Padi/jagung, dll)
4 2 02 l>eningkatan ITiKluksi Peiemakan (Alat Produksi dan per^lahan 

petemakan, kandang, dll)
4 2 03 Penguafan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)
4 2 04 Pemeliharau Salman Ir^si Tersier/Sederhana
4 2 05 Pclaiihan/Bimtck/Pcngcnalan Tekonologi Tepat Guna untuk 

Peru nian / temakan
4 2 90 Pcmbangunan Saluran Irigast Tersier/Sederhana
4 2 91 Pclatihan kelompok tani
4 2 92 Baniuan 7>emt>elian bibii tanaman untuk diberikan kcpada masyarakat
4 2 93 lain-lain kegialan sub bidang Pcnanian dan Petemakan

4 3 Sub Did an? Peninekaian Kauasitas Aoaratur Dcsa
4 3 01 Peningkatan Kapasiias Kopala Dcsa
4 3 02 Peningkatan Kapasitas Perangkal Desa
4 3 03 Peningkatan Kapasitas BPU
4 3 90 Iain-lain kegialan sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa

4 4 Sub Bidang Pembenlayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan 
Keluar^

4 4 01 i’elaiihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
4 4 02 Pclatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak
4 4 03 Peiatihan clan Penguaun lJeiiyandang Difabel (penyandang disabilitas)
4 4 00 {»embcrdayaan tnasyarakat berbasis gender dan pciak Sanaa n

pengarusutamaan gender/perlindungan korban kekerasan tjerbasis 
gender dan anak di desa/peningkatan kapasitas kelompok pemerhati dan 
perlindungan anak/pcngclolaan pemljerdayaan dan kesejahteraan 
keluarga**;

4 4 91 lain-lain kegiatan sub bidai^ Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak
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4 5 Sub Biclang Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

4 5 01 Pelatlhan Manajemcn Pengeblaan Koperasi/ KUD/ UMKM
4 5 02 Pengeml)angan Sarana l^rasarana Usaha Mikro. Kecil dan Menengah 

serta Koperasi
4 5 0s3 Pengadaan Teknologi Tcpat Gunn untuk Pcngembangan Kkcmomi 

Pcdosann Non* Pcrtanian
4 5 90 Bantuaii sarana produksi, dlstribusi dan pemasaran untuk usaha 

ekononii masyarakat**.
4 5 91 lain-lain kegiatan sub bidang Koperasi. Usaha Kecil dan Meuer^ah

4 6 Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal

4 6 01 Pembcntukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan AwaJ BUM E>csa}
4 6 02 Peiaiihan Pengelolaan BUM Dcsa (Pelatihan yang dUaksanakan oleh 

Desa)
4 6 90 Pcmbangunan Kantor BUM Desa/Sarana Prasarana BUM Desa (menjadi 

aset dcsa)**
4 6 91 Banluan permcxialan BUM Desa;
4 6 92 Pelatihan Kewira usaha an;
4 6 9s1 Peningkatan ka pa si ins kclompok usaha ekonomi produktif perempuan/ 

kelompok masyarakai miskin**;
4 6 94 Peningkaum kapasiins kclompok pengrajin/ peningkatan kapasiins 

kcbmpok pcmuda/pelatihan kerja dan keirampilnn bagi masvarakat 
Dcsa**;

4 6 95 lain-lain kcgiatan suh bidang Penanaman Modal

4 7 Sub Bidang Perdngangan dan Perindustrian

4 7 01 Pemeliharaaii Pasar Dcsa/Kios milik Dcsa
4 7 02 Pcmlxmgunan/Kehabilltasi/PenIngkatan Pasar Desa/Kios milik Desa
4 7 03 Pcngembangan Industri Kecil level Desa
4 7 04 Pembent ukan / Fasilita si / Pelatihan / Pen dam pingan kelompok usalia

ekonomi produktif (pengrajin, pedagAiig, iiidusiri rumah mngga, dU)
4 7 90 Pelatihan leknologi tcpai guna/pcngembangan energi

tcrliarukan/pengc^lahan limbah petemakan untuk energi
biogas/pcmbuatan bioethanol riari ubi kayu/pcngolalian minyak goreng 
Ijekas menjadi biodiesel/ pengelolaan pembangkii listrik tenaga angin**;

4 7 91 Pcngembangan dan pemanfaatan TeknoUigi Tcpat Guna/ cnergi, 
terbarukan/produk unggulan desa/pmtluk ungguLin kawasan 
perdesaan**;

4 7 92 EBantuan pembelian peralatan leknologi tepat guna untuk diberikan 
kepada masyjuakat.

4 7 93 lain-lain kegiaian sub bidang Perdagangan dan Petindustrian.

5 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA. KEADAAN DARURAT DAN 
MENUESAK

5 I Sub Bidane Penanppulanaan Bcncana
5 J 00 Pcnanggulangan Bcncana
5 1 90 Kcgiatan Mitigasi atau F'encegaban Bcncana
S i 91 Keglatan Kesiapsiagaan Peuajiggukmgan Bcncana
5 ! 92 La in-la in sub bidang Pcnanggulangan Bencana
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5 2 Sub Bidang Keadaan Darurat n
5 2 00 Keadaan Darurat
5 3 Sub Bidang Keadaan Mendesak
5 3 00 Keadaan Mendesak

Penjclasan :
1. Keterangan kolom :

- (a| menunjukan Bidang;
- (b) menunjukan Sub Bidang; dan
- (c) menunjukan Kegiatan.

2. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang dan kegiatan 
yang digunakan unfuk mendukung terseienggaranya fungsi pemerintahan 
Desa,

3. Pada Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan 
Opcrasional Pemerintahan Desa, maksimaJ 30 % dan total belanja Desa untuk 
kegiatan 1 sampai dengan 7.

4. Bidang Pelaksanaan Pernbangunan Desa berisi sub bidang dan kegiatan dalam 
pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain. 
Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga 
terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengcmbangan dan pembinaan.

5. Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk 
meningkatkan peran serta dan kesadaran masyaraket/lembaga 
kemasyarakatan desa yang mendukung proses pembangunan desa.

6. Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan kegiatan yang 
diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

7. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa 
digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana* keadaan darurat dan 
mendesak.
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A.2. Daftar Kode Rekeninc Pendaoatan. Belania. dan Pembiavaan

KODE REKENING URAIAN

a b c d
4 PENDAPATAN
4 1 Pendaoataii Asli Dcsa
4 i 1 Hasil Usaha
4 1 1 01 Baci Hasil BUMDes
4 1 1 90 Hasil oeneelolaan baneunan desa
4 1 1 91 Hasil Denselolaan hutan desa
4 1 1 92 Hasil Dense lolaan obvek wisata milik desa
4 1 1 93 Hasil Denaelolasin hasil Dcrtanian
4 1 1 94 Hasil Denselolaan oasar hewan
4 1 1 95 Iflin-lain
4 1 2 Hasil Aset
4 1 2 01 Penselolaan Tanah Kas Desa
4 1 2 02 Tambatan Perahu
4 1 2 03 Pasar Desa
4 1 2 04 Tern oat Pemandian Umum
4 r i q 05 ari !rias»«i
4 1 2 06 1 Pelelansan Ikan Milik Desa
4 1 2 07 Kios Milik Desa
4 1 2 08 Pemanfaatan Laoansan /Prasarana Olah rasa Milik Desa
4 1 2 90 Pemanfaalan Sarana dan Prasarana Bangunan Milik Desa
4 1 3 91 Hasil Lelang! Peni ualan Aset Desa lainnva
4 1 3 92 Hasil Lelans/Peni ualan Aset Desa vans akan dihaouakan
4 1 3 93 Dans Gantirusi/komoensasi Dcleoasan tanah kas desa
4 1 3 94 Pendaoatan sewa gedune milik desa
4 1 3 95 Pendaoatan sewa dari tanah kas desa lainnva
>1
♦1

1a 06 » > 4»«--vU C>L lC4UnttJ<J IXKllV

4 1 97 Lain-lain
4 1 3 • Swadava. Partisioasi dan Gotone Rovone
4 1 3 01 Swadava. oartisioasi dan so tons rovons
4 1 3 90 Uans tunai
/I
-t 1 3 91 Ceruoa barans/riiatenal Vcuis dinilai dei*(sai) uaiis
4 1 3 92 Beruoa tenasa vans dinilai densan uans
4 1 3 93 Lain-lain Swadava, Partisioasi dan Gotons Rovons
4 1 4 i Lain-iain Pendaoatan Asli Desa
4 1 4 01 Hasil Pungiitan Desa
4 ] 4 ^90 Hasil oeniuaiaji asei desa seiain tanah vs tidak dioiaahkan
4 1 4 91 Hasil oeleoasan tanah desa tahun berialan
4 1 4 92 Tuntutan Ganti Kerusian ^TGR1
4 1 4 93 Pendaoatan dari anesuran/cicilan oeniualan
4 1 4 94 Pendaoatan dari oensembalian kelebihan belania
4 i 4 95 Penaaoatdn hasil eksekusi aias iaimnan
4 1 4 96 Lain-lain
4 2 Transfer
4 2 1 Dana Desa
4 2 1 01 Dana Desa
4 2 2 Basian dan Hasil Paiak dan Retribusi Daerah Kabuoaten
4 2 2 01 Basian dari Hasil Paiak dan Retribusi Daerah Kabuoaten
4 2 3 Alokasi Dana Desa
4 2 3 01 Alokasi Dana Desa
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KODE REKENING URAIAN
a b c d

4 2 4 Bantu an Keuanean Provinsi
4 2 4 01 Bantuan Keuanean dari APBD Provinsi
4 2 4 90-99 Lain-lain Bantuan dari AP^D Provinsi
4 2 5 Bantuan Keuanean APBD Kabuoaten
4 2 5 01 Bantuan Keuanean APBD Kabuoaten
4 2 5 90-99 Lain-lain Bantuan Keuanean dari APBD Kabuoaten
4 3 Pendanatan Lain-lain
4 3 1 Pencrirr^nnri Hnri Hasil Keriasama an tar Dssa
4 3 1 01 Penerimaan dari HaslI Keriasama an tar Desa
4 3 2 Penerimaan dari Hasii Keriasama Desa denean Pihak Ketiea
4 3 2 01 Penerimaan dari Hasil Keriasama Desa denean Pihak Ketiea
4 3 3 Penerimann Hari Bantuan Perusahaan vane berlokasi di Desa
4 3 3 01 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di 

Desa
4 3 4 Hihah dan sumbancan dari Pihak Ketiea
4 3 4 01 Hibah dan siimhanpATi dari Pihak Ketiea

A
T u cw

Korekst kesalahan belanja tahun-tahun an^aran sebelumnya 
yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pad a tahun 
ancearan berialan

4 3 5 01
Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran 
sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa 
oada tahun anp^aran berialan

4 3 5 90 Per.danat'.n hibah dari ocmcrintah ousat
4 3 5 91 Pendanatan hibah dari oemerintah orovinai
4 3 5 92 Pendanatan hibah dari oemerintah kabuoaten
4 3 5 93 Pendaoatan hibah dari oreanisasi/lembaea swasta
4 3 5 94 Pendaoatan hibah dari kelomook masvarakat/oeroranean
4 3 5 95 PeNdauui.>4,( aibali Ud^i ueiusaliaiui di dcaa
4 3 5 96 Pendaoatan sumbanean dari oihak ketiea lainnva
4 3 6 Bunea Bank
4 3 6 01 Bunea Bank
4 3 9 Lain-lain oendaoatan Desa vane sah
4 3 9 90 Lain-isin nendaoatan Desa vane sah

f------
5 BELANJA
5 1 Relania Pecawai
5 1 1 Penchasilan Tetao dan Tunlanean Keoala Desa
5 1 1 U1 Penehasiian i'etao Keoaia Desa
5 1 02 Tunianean Keoala Desa

5 1 1 90 Tambahan 'Tunjangan/Tunjangan Kesejahteraan Kepala 
Desa

5 1 1 91 Penerimaan Lain Keoala Desa vane Sah
5 1 2 Penahasilan Tetao dan 'Punianean Peranakat Desa
5 1 2 01 Penehasilan Tetao Peranekat Desa
5 1 2 02 Tunianean Peranekat Desa
5 1 2 90 Tambahan Tunjangan/Tunjangan Kesejahteraan Perangkat 

Desa
5 1 2 91 Penerimaan Lain Peranekat Desa vane Sah
5 1 3 Jaminan Sosial Kenalp Desa dan Peranekat Desa
5 1 3 01 Jaminan Kesehatan Keoala Desa
5 1 3 02 Jaminan Kesehatan Peranekat Desa
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KOOK RKKENING URAIAN

a b c d
5 1 3 03 Jaminan Ketenasakeriaan Keoala Desa
5 1 3 04 J ami nan Ketr*Tinff»kf«riaan Pc^ranckat Desa
5 1 4 Tuniansan BPD
5 1 4 01 Tunianean Kedudukan/Kehomiatan BPD
5 3 4 02 Tunian^an Kinerfa BPD
5 2 Belania Barane dan Jasa
5 2 1 Belania Barans Perlenekaoan
5 0

Art 1 01 Belania Pcrlcnsjlcaoar. Alat Tulis Kan tor dan Benda Pos
5 2 1 02 Belania Perlenakaoan Alat-alat Listrik

5 2 1 03 Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan 
dan Bah an Kebersihan

5 2 3 04 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabunf
Oavm VA^ 1 ^^

5 2 I 05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang!
P.etflk dpn PenpflfliiHafln

5 2 1 06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) • 
Belania Barane Konsumsi

ew rt )« ^ 07 Belania Bahar./Material
5 2 1 08 Belania Bendera/UmbuI-umbul/Soanduk
5 2 1 09 Belanifl Paknian Dinas/Seraeam/Atribui
5 2 1 10 Belania Obat-obatan
5 2 \ 11 Belania Pakan Hewan/(kan. Obat-obatan Hewan
e A

d. I 12 rW"Jani;i PuDuk/Obat-obatan PcrtaJiiarj
5 2 1 90 Belanja bahan oraktek dan peiatihan
5 2 i 91 Belanja dekorasi dan dokumentasi
5 2 l 92 Belania Barane PerlenekaDan Lainnva
5 2 2 Belanja Jasa Honorarium
5 2 2 Oi Belanja Jasa Honorarium Tim vane Melakaanukan Keaiaian
5 2 2 02 Belanja Jasa Honorarium Pern bantu Tugas Umum 

Desa/Ooerator
5 2 2 03 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pe lay an an Desa (PKPKDP 

PPKD.PPHP. Peniaea Kantor/Petueas Kebersihan)
5 2 2 04 Belanja Jasa Honorarium

Ah li / Profesi / Kon su 1 tan / Nara su mber
5 2 2 05 Belanja Jasa Honorarium Petugas (Kader Kesehatan, 

Linmas. SKD. Guru Paud. Gum KeAeairiAftn. Jumantikl
5 2 2 90 Jasa pengabdian bagi aparat desa yang diberhentikan 

denean normal
5 2 2 91 Insentif RT/RW
5 2 2 92 Uane sidane BPD dan anseotanva
5 2 2 93 Ooerasional Keoala Desa dan Peranekat Desa
5 2 2 94 Bel^nis sAntunan kematian baei aneeotA LINMAS
5 2 2 96 E^lania bamuan Herawatan baei aneeota UNMAb
5 2 2 96 Tali asih bagi anggota LINMAS yang diberhentikan dengan 

hormat
5 2 2 1 97- Belania Jasa Honorarium Lainnva
5 2 3 Relnnia PerjaJanan Dinas
h 2 3 01 Belania Pens l aha n Dinas Dai am Kabuoaten
5 2 3 02 Belania Perialanan Dinas Luar Kabupaten
5 2 3 03 Belania Kursus/Peiatihan
5 2 3 90 Belania transoort dan akomodasi
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KOOB RBKKNINO

5
5

5
5

S
_5
S
5

5
5
5

5
5
5

5
~6

5

S

5

2
2

2
2
2
2

2

2
2

2.
2

2

2

_2
2

3
3
3

_c
4
4 01

URAIAN

Belanja Jasa Sewa
B^lanja Jasa Sewa Bangunan/Oedung/Ruang

2 5
2

5
5

02
03
90

01
02

_ Bo 1 anj a Jasa n Pgra)pt an / Parlengkapan
Beianja Jasa Sewa Sarana Mobilitas 
Belanja Jasa Sew^Lainnva __

%elanja Qperasional Perkantoran 
__Belanja Jasa Langganan Listrik

03
04
05
06

Belanja Jasa Langganar. Air Qersih_______
Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar
_^lanja Jasa Langganan Telepqn___________
Belanja Jasa Langganan Internet _________
Belania Jasa Kurir/F^s/Qiro __________

9i_
*92
93
94
95
96
97

qi_
02
03
qi
05
ut
07

08
90

01

02

03
04
05
90

01
02
03

Dclanja Jasa BciijanJangan Ijin/Baj&k
^elanja Jasa Transaksi Keuangan Bank fklirlng, pajak dll.} 
Beianja jasa upah tenaga kerja________ __________

_ Beian ja pembavaran PM 
Belanja pensertiTikatan
Bglanja baiiluaii pei tiiuJulaii
Belanja asuransi _
Belania kontribusi ___
Belanja Operasional Perkantoran Lainnya 

Belanja ^meliharaan __________
Belanja Pemeiiharaan Mesm dan Feralaian Berat 
Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor
Beianja Pemeiiharaan Peralatan _____________
E^ianja Pemeliharaan Ban^unan _
Beianja Pemeiiharaan Jalan_____ ______________
Belania Peme11haraan Jembatan____________
Belanja Pemeliharaan Irigasi/SaJuran Sungai/Embung/Air
Bersih, jaringan Air Limbah, Persampahan. dll) ____
Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Inslalasi (Listrik, 
Telepon, internet, Komunikaai, dll) __ ______

___ Beianja Pemeliharaan Lainnya_____
Belanja Barang dan Jasa yang 
Masyarakat_________ ________

Diserahkan kepada

Belanja Bah an 
jna syarakat_____

Perlengkapan yang Diserahkan ke

Belanj a Ban t uan Mes) n / Kend araaan bermotor/ Peralatan
yang diserahkan ke masyarakat________
Belanja Bam uan Bangunan yang diserahkan kel
masyarakat__________ __ ______________
Belanja Beasiswa Berpresta si/Masyarakat Mi skin 
^ela n.i^Bant u an Bibit Tan aman / Hewan /1 kan 
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan 
Maavarakat Lainnva

kepada

Belanja Modal^
Beianja Modal Pengadaan Tanah

Belanja Modal Pembebasan/Pembelian Tanah ______
Belanja Mod^ Pembayaran Honorarium Tim Tanah ___
Beianja Mod^ Pengukuran dan Pembuaian Sertiiikat 
Tanah
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KODE KEKENINO

5
5

5
5
5

5

5
5

5
5

S
5

5
5

5
5
5

3
3

3
3

3
3'

3
3
3
3

3
3

2
2

4
i

8

04
05

URAIAN

9]

01
02
03
04

Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tana^
__ f^lanja Modal Peijalanan Pengadaan Tan ah _____
__ Be Ian j a Moda] Pengadaan Tan ah Lainnya_________
Belanja Modal Peralatan, Mesin. dan Alat Herat
_ .Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan_Kcgiatan

___ Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio___
__Bel a nj a Modal Peralatan Komp u tei*_________ ___

05

07
08
09
10
11
90
91
92
93
94
95

Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruancan 
Belanja ModaJ Peralatan Dapur ________

__ Belanja Modal Peralatan Alat Ukur
Belanja I^dal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tan ah"

___Belanja Modal Peralatan khusus Kesehatan
Belanja Modal Peralatan khusus

__ Pertan ian / Perikanan / Petemakan_______ ___
Belanja ModaJ Mesin

_^lanja Modal Pengadaan Alat-Alat Be rat 
___Belanja modal alat angkutan

^l^nja modal alat kantor dan rum ah tangga 
__ ^lanja modal alat pengeboran 
_Belanja modal peralatan olah raga
__Delanja_mMal aJat produksi. pengolahan dan pemumian
__Belanja Modal Peralatan, Mesin. dan Alat Berat Lainnya
Belanja Modal Kend araari

01
02
03'
04
05

_____ Bclanja_ Modal Kendaraan Air Bermotor

90

01
02
9?
04

01
_02
03

_ Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegia^n
Belanja .Modal Kendaraan Darat Bermotor ______
Belanja fvlodal Angkutan Darat fidak Bermotor

_ Belanja Modal Angkutan Air Tidak Bermotor 
_ Belanja Modal Kendaraan Lainnva________

_ Be lanj a M oda 1 G edung, Bangunan dan Tam an_______ _
^lanja Moda! Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan

__Belanja Modal Upah Tenaga Keria
Be la^^ Modal Bahan Bak u 

_ Belanja ModaJ Sewa Peralatan

04

01
___Belanja ModaJ Jembatan

02
03
04*

01
02
03
04

^lanja Modal JaJan/Prasarana Jalan_______ ____________
__Belanja Modal Honor Tim vang Melaksanakan Kegiatan
__Belanja^ Modal Upah Tenaga Keija______

Belanja Modal Bahan Baku________
....Belanja Modal Sewa Peralatan

___ Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja

_ Belanja Modal Bahan Baku
_ Belanja ModaJ Sewa Peralatan

Belanja Modal Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase/Air 
Urn bah / Persampahan_________

Belania Modal_Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan,
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja__________ ________

^Belanja ModaJ Bahan Baku____________________
Belanja Modal SewaPeralatan

Belanja Modal danngan/lnsrAl^«i
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KODE KEKENINU

5
S
5

5

A
6

6
6

6
6

6
re

6

2
2
2
2

8
8
8
S

9

2

3

9

9

01
02
03
04

01
02
03

URAIAN

Belanja Modal Honor Tim yang MelaksanaJ«n K^gatan_
Belanja ModaJ Upah fenaga Kerja 
Belanja ModaJ Bah an Baku/Material 
Belanja Modal Sewa Peralatan_____

04
05
90
91

Belan ja Tak_Tcrduga

01

01

01

01

91

01

01

91

Belanja Modal lainnya 
Belanja Mod^ khusus Pendidikan dan Perpuatakaan 

_Belanja Modal khusu s Olahra^
_Belanja Modal khu su s Keaenlan / Kebudayaan/Keagamflan

Belanja Modal Tumbuhan/Tanaman
__Belanja ModaJ Hewan

Belanja Modal Bah an Bacaan/Buku 
Belanja Modal Lainnya

Belanja Tak Terduga 
Belanja Tak Terduga

PEMBIAYAAN ____
Pcuerimaaii Pcmbiavaan

SiLPA Tahun Sebelumva
SiLPA Tahun Sebelumnya 

Pencairan Dan a Cadangan 
Pencairan Dana Cadangan

Hasil Penjualan Kekayaan Deaa yang Dipieahkan 
Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang_Dipisahkan

Penerimaan Pembiayaan Lainnya 
Penerimaan Pembjayaan Lainnya

Pengcluaran Pembiayaan 
Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan Dana Cadangan
Penyertaan Modal Deaa

Penvcrtaan Modal Deaa
Pengeluaran Pembiayaan lainnya 

Pengeluaran Pembiayaan lairmya

• u*



B. FORMAT PERATURAN DESA TENTANG APB DESA

Menimbang

KEPALA DESA.....(Nama Desa)
KABUPATEN........ (Nama Kabu paten)

PERATURAN DESA... (Nama Desa) 
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 
TAHUN ANGOARAN ....

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (Nama Desa),

a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
sebagai wujud dan pengelolaan keuangan Desa 
dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung 
jawab untuk sebesar-besamva kemakmuran 
masyarakat Desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran ......termuar daiam Peraturan
Desa lentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa lahun Anggaran ..... yang disusun sesuai
dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan 
Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, 
berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan 
lingkungan. dan kemandirian sehingga 
menciplakan landasan kuat daiam melaksanakan 
pemerintahan dan pembangunan menuju 
masyarakat yang adii, makmur, dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai man a 
dimaksud daiam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Desa ten tang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Oesa Tahun Anggaran

Mengingat X.
2.
3........ dan setenjsnya;

• J6-



Dengan Kesepakatan Bersama 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa)
dan

KEPALA DESA ... (Nama Desa) 

MEMUTUSKAN

Mwictapkan PERATURAN DESA TENTANG ANOGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA....... TAHUN
ANOGARAN .....

PasaJ ]

Anggaran Pendapatan dan Belanja Deaa Tahun Anggaran 
......dengan perindan sebagai berikuti
1. Pendapatan Desa Rp......................
2. Belanja Desa Rp......................

Surplus/Defisit Rp.....................

3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan Rp.......................
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp.......................
Seli&ih Pembiayaan ( a - b ) Rp.......................

Sisa Lebih Pembiayaan 
(SILPA) Tahun Betjalan 
(Surplus/(Defi8it| * Selisih 
Pembiayaan) Rp......................

PasaJ 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal I tercantum dalam 
Lam pi ran yang merupakan bagian tak terpisahkan dan 
Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampimn sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat;
a. APB Desa;
b. daf 

tar penyertaan modal. Jika tersedia;
c. daf 

tar dana cadangan, jika tersedia; dan
d. daf 

tar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun 
anggaran sebelumnya, jika ada.
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Pasal 4

Kepala Deaa menelapkan Peraturan Kcpala Desa tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk 
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan 
mendesak.

(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(t) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

(3) Pemerintah Desa dapat raelakukan kegiatan 
penanggulangan bencana, keadaan darurat. dan 
mendesak vang belum tersedia anggarannya. vang 
selanjutnya diusulkan daJam rancangan peraturan Desa 
tentang perubahan APB Desa.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
memenuhi kriteria:

bukan mcrupakan kegiatan normal dari aktivitas 
pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi 
sebelumnya;
tidak diharapkan leijadi secara berulang; 
berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah 
Desa;
memiliki dampak yang signiflkan terhadap anggaran 
daiam rangka pemulihan yang diaebabkan oleh 
kejadian yang luar biasa dan/atau f>ermasalahan 
sosial; dan

e. berskala lokaJ Desa.

a.

b.
c.

d.

Pasal 6

Daiam hal teijadi;
a. penambahan dan/atau pengurangan daiam pendapatan 

Desa pada tahun beijalan;
keadaan yang menyebabkan harus dilakukan 
pergeseran antai* objek belanja; dan 
kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya 
dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan daiam 
tahun be rial an.

b.

c.

kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa 
dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa 
tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya 
kepada BPD.

18



Paaal 7

Pfraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan.

Agar scdap orang dapat mengctahui, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa... 
.... (Nama Desa).

Ditetapkan di 
pada tanggal.

KEPALA DESA ..(Nama Desa)

tan da tangan

NAMA

Diundangkan di ... 
pada tanggal...

SEKRETARiS DESA ... (Nama Desal,

tanda tangan

NAMA

LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

• 19* 1



LAMPIRAN
PERATURAN DESA..... NOMOR ....
TAHUN...... TENTANG ANCGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 
TAHUN AN GO ARAN.......

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA..........
TAHUN ANGGARAN.........

Contoh :

KODE REKENINO

01
01

o:

01

4
4

dst.

04

04

dst....

URAIAN

3

7

PENDAPATAN
Pendapaian Asli Desa
Transfer
Pendapatan Iain-lain

JUMLAH PENDAPATAN

BELANJA
BIDANG PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA
Sub B id an g Penyelenggaraan Belanja 
Penghasilan Tetap, Tunjangan dan 
Operasiona) Pemerintahan Desa_____
Penyediaan Penghasilan Tetap
Tunjangan Kepala Desa _______
Belanja Pegawai____________ _____

dan

Administrasi Kependudukan, Pencatatan
Stpi 1, Stall si i k dan Kearsipan__________
Pelayanan administrasi umum dan 
kependudukan (Surat
Pen ga n tar / Relay ana n KTP, Akta
Kelahiran, Kartu Keluarga, dill_____
Belanja B ara n g dan Jasa

ANGGARAN
Rp.

dst

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
DESA________________________
Sub Bidang Pendidikan ___________
Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan 
Sarana Prasarana Perpustakaan/ Taman
Bacaan Desa/ Sanggar Bel ajar__________
Belanja Modal______ _________

dst
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

SUMBER
DANA

20



KODE REKENINO URAIAN ANGGARAN
Rp.

SUMBER
DANA

1 2 3 4 S
DESA

1 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertibano Umum. dan Pelinduncan Masvarakat

3 1 01
Pen gad aan / Penyelenggaraan Pos
Keamanan Deaa (pembangunan po6, 
pengawasan pelaksanaan Jadwal
ronda/oat roll dll)

3 1 01 ft 2 Belania Baransr dan Jasa

dst... dat.....

BIDANG PEMBERDAYAAN MASVARAKAT
6f DESA
4 1 Sub Bid an c Kelautan dan Perikanan

1 01 Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan 
Darat Milik Desa

4 1 01 ft 2 Belania Barana dan Jasa

d$t... dst.....

BIDANG PENANOOULANGAN BENCANA,5 KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK
5 1 Sub Bidanc Penancculanaan Bencana
5 1 00 PenanBcuianean Bencana
ft 1 00 ft 4 Belania Tak teidusa
ft 2 Sub Bidanc Keadaan Darurat
ft 2 on kMdaan Darurat
ft 2 00 ft 4 Belania Tak terduaa

dat... dst.....

JUMLAH BELANJA
SURPLUS /(DEPISIT)

6 PEMBIAYAAN
6 1 Penerimaan Pembiavaan
6 2 Penceluaran Pembiavaan

SELISIH PEMBIAYAAN

Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun 
Befjnlan (Snrp!iia/(Defiait| Selisih 
Pembiavaan)

KEPALA DESA ...(Nama Desa)

tanda tangan

NAMA
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Keterangang Cara Pengisian
Kolom 1

Kolom 2

Kolom 3

Kolom 4 
Kolom 5

diisi berdasarkan kJasifikaai Bid an g Kegiatan:
a. bidang;
b. sub bidang; dan
c. kegiatan
diisi berdasarkan klasi^kasi ekonomi terdiri dari 
Pendapatan, Belanjadan Pembiayaan:
• Bagian pendapatan diisi:

a. pendapatan; dan
b. kelompok pendapatan.

’ Bagian Belanja diie»i.
a. belanja; dan
b. Jenis belanja (disesuaikan der^n jenis 

kegiatan)
• Bagian Pembiayaan diisi;

a. Pembiayaan;
b. Kelompok pembiayaan.

diisi uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 
(nomenklatur dan kodc rekening lihat Lampiran Peraturan 
Bupati ini)
diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapican
diisi sumber Dana diisi dengan Sumber Dana yang
digunakan dalam kegiatan (kolom l.c) terkait
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C- FORMAT PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN APB DESA

KEPALA DESA.....(Name Desa)
KABUPATEN BOYOLAU

PERATURAN KEPALA DESA...... (Nama Desa]
NOMOR.... TAHUN.........

TENTANG
PENJABARAN ANGOARAN PEN DA PAT AN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN.....

DENG AN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA... (Nama E)esa)t

Menimbang bahwa sebagai pelakaanaan ketentuan Pa&al 4 Peraturan
Desa Nomor....... Tahun ...... ten tang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Tahun Anggaran ...... maka perlu
menyusun Peraturan Kepala Desa ten tang Penjabaran
Anggaran Pendapaian dan Belanja Desa .....(Nama Deaa|
Tahun Anggaran...... ;

Mengjngat 1 ....... ;
2 ....... ;
3........ dan scterusnya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA....... TAHUN
ANGGARAN .....

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Bel ary a Desa Tahun
Anggaran ......terdiri dari:
1. Pendapatan Desa
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a. Pendapatan Asli D«sa Rp....................
b- Transfer Rp.....................
c. Pendapatan Lain-lain Rp.....................

Jumlah Pendapatan Rp.....................

2. Belan.ja Deaa
a. Bidang ^nyelenggaraan Pemerintah

Deaa Rp....................
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

Desa Rp....................
c. Bidang Pern binaan Kemasyarakatan

Desa Rp....................
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Desa Rp.....................
e. Bidang Penanggulangan Bcncana,

Darurat. dan Mendesak Desa Rp.....................

Jumlah Belanja Rp.....................

Surplus/(Defisitj Rp....................

3. Pembtayaan Deaa
a. Penerimaan Pembiayaan Rp.....................
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp.....................

Seliaih Pembiayaan ( a - b | Rp.....................

Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun
BejjaJan (Surplus/(Def5sit) + Sclisih
Pembiayaan) Rp...................

PasaJ 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 1 tercantum 
dalam Lam pi ran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Kepala Desa ini.

PasaJ 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa 
yang dilelapkan dalam Peraturan KcpaJa Desa ini dituangkan 
lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang 
disusun oleh KepaJa Urusan dan Kepala Seksi selaku pelaksana 
kegiatan anggaran.

PasaJ 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan 
pengundangan Peraturan KepaJa Desa ini dengan 
penempatannya dalam Berita Desa.........(Nama Desa)

i



Ditetapkan di 
pad a tan^ai .

KEPALA DESA (Nama Desa)

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di... 
pada langgal ...

SEKRETARIS DESA ... (Nama Deaa).

tanda tangan

NAMA

BERITA DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR
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LAMPIRAN
PERATURAN KEPAIA DESA
..... NOMOR .... TAHUN .....
TENTANG PE NJ ABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DESA

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA................
TAHUN ANGGARAN...............

Conioh Format:

KODE REKENING URAJAN tCELUAKAN / OUTPUT ANGGARAN 
____Rp

SUMBER
DANAVOLUME SATUAN

1 2 3 4 5 6 7
a b c a b c d

4 PENDAPATAN
4 1 PADeaa
4 1 1 Hasil (Isahs
1 1 1 <Obick Pcndaoatan>

dRi

4 2 Transfer
4 2 1 Dana Dess
4 7 I ... <Obiek PendaD^^»n>

dat...

4 3 Pendanatan lain-lain
4 3 1 Pcncrimaan dari Hasil 

Keriaaama Antar Desa
4 3 1 ... «Obick Pendapatan>

dat... dst...

JUMLAH PENDAPATAN

5 BEUVNJA

1
BIDANO
PENYELENGGARAAN
PEMKRINTAHANDESA

1 1

Su b Oidang
PenycIcrijSKAraan Belanja 
Penghasilan Teiap, 
Tunjangan dan 
OpcrasionaJ 
PcmcrintMhan Desa

1 : 01
Penyediaan Penghasilan 
Tetap dan Tunjangan 
KenaJa Desa

1 1 01 5 1 Belania Peyawai

1 1 01 S 1 i I'enghasil^ Tetap & 
TimianPHn K»*i>ala Desa

1 1 01 5 1 1 <Rincian Obvek

1 3
Adminisirasi
Kepend ud u kan, 
Pencatatan Sipjl,
StatisUk dan Kearsioan

1 3 01 Pciavanan administraai
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T^.'vTkC' URAIAN IKEUIARAN/ OUTPUT ANOOARAN
Rp

8UMBBR
DANACVVWCr IVSr u>vi

2 “
VOLUME BATUAN

1 3 4 5 6 7
umum dan 
kcpcndudukan {Surat 
Pcngantar/ Priayanan 
KTP. Kartu Keluiirsa. dll)

J 3 01 2 2 — Rrlpnifl Rni'flnff riHn ,lBAA
1 3 01 2 2 2 Rrlanla Jafia Honorarium

<Rinciun Obvek Belajiia>
dst. dst...

2 13JDANO PLLAK.SANAAN 
Pk£MliANGUNAH DESA

2 1 Sub DIdanp Prndidikan

2 1 OS

Pcrnbangu nan / 
Kehabllitasi / Pen ingkatan 
Samnrt Prasarrma 
Perpustakaaii/Tuiimj; 
Bacaan Desa/Sanggar 
BclAiar

--2 1 05 5 3 Belania Modal

2 1

)

05 5 3 4
Bclanju Mortal Oedung 
dan, Bangunan dan 
raiiuia

2 05 5 3 4 ... <Rincian Obvek Belanja>
dM... dfti

3
BIDANG PEMBINAAN
KK M A SY A KA KATAN 
DRSA

3 1

Sub Biilang 
Ketentenunan.
Kefrnihan Umum, dan 
Prlindungan
Masvarakat

3

3

1 Ot

Pengadaan/ 
Penyelenggaman Pos 
Kcamannn Deaa 
Ipembanganan pos» 
pengawaaan 
pclaksanaan jadwal 
ronda / oati oU dill

1 01 5 2 Rclanja Ba rang dan
Jam

3 1 01 S 2 1 Urlanja Da rang 
Perlmfikanan

3 1 01 S 2 1 <Rinctan Obvek Belanla>
dst...

4
BIDANG
KEMUERDAYAAN 
MASYARAKAT DESA

4 1 Sub DIdang KHautan
dan PrriWcinnn

4 1 01
Prmeliharaan
Ka ra mba / Kolam 
Perikanan Uarat Milik 
Desa

4 1 01 5 2 Bdanja Barang dan
Jasu

4 1 01 5 2 1 Belanja Barang
HpHenakannn

4 1 01 5 2 1 • * * <Rincian Obvek Bdania>
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• • • URAIAN KEMIAKAN / OUTPUT ANOOARAN
r RP

SUMBER
DANAfVWL/Ej

- VOLUME SATUAN
1 2 3 4 5 6 7

dst... dflt...

5

5

Penanggulangan
3enctm{ir Kcadoan
Dam rat dan Mendesak

1 Hr nanggulangan 
b^ncana

5 1 00 PrnanKgulangan
Brnrnnn

5 1 00 5 4 Belania Tak Tcrduca
5 1 00 5 4 00 Bclania Tak Terdura
5 1 00 5 4 00 00 Brlania Tak Terduea

dfft... dat...

JUMLAH aiiUNJA
8UKHUUS /IDRFISm

6 PEMBIAYAAN
0 1 Pencrimaan PembiAvaan
6 1 1 SiLPA Tahun

SebeJuoinva
6 1 I 1 SJLHA Tahun

Sebelumnva
6 2 Peiuekuamn Pembiavaan
6 2 1 Pembentukan Dana 

radanaan

6 2 2 1 Pcmbcntukan Dana 
Cadanran

dst... Jat...

8BUS 111 PEMBIAYAAN

Sisa Ivebih Pembiayaan 
1 SI UP A) Tahun Beijaian
|SurpluJi/(L)efiaitf » 
SeliKih l^embiavaan)

KEPALA DESA 

Tanda tangan 

NAMA

2B-



Keterangan Cara Pengiaian:
Kolom 1 diisi berdasarkan klasiftkasi Bidang K^iatan;

a. bidang;
b. sub bidang; dan
c. kegiatan.

Kolom 2 Kode rekening diisi berdasarkan klasiiikasi ekonomi terdiri 
dari Pendapatan, B«lanja dan Pcmbiayaan:
• Bagian penclapatan diisi:

a. Pendapaian:
b. kelompok pendapaian:
c. jenis pendapaian; dan
d. obyek pendapaian 

- Bagian Belanja diisi:
a. belanja;
b. Jen is belanja (disesuaikan dengan jenis kegiatan);
c. obyek belanja: dan
d. rincian obyek belanja.

> Bagian Pembiayaan diisi;
a. pembiayaan:
b. kelompok pembiayaan; dan
c. jenis pembiayaan.

Kolom 3 Uraian Pendapaian t E^elanja dan Pembiayaan (Lihat 
Lampiran Peraturan Bupati ini).

Kolom 4 Volume diisi dengan volume (jumlah) output ke^tan 
(Kolom 1 c) dan volume (jumlah) input pads rincian obyek 
belanja (Kolom 2.d).

Kolom S Satuan diisi dengan satuan output (paket. unit, km, Ha) 
kegiatan dan satuan (paket. unit) input pada rincian obyek 
belanja.

Kolom 6 

Kolom 7

An^aran diisi dengan jumlah an^aran yang ditetapkan.

Sumber Dana diisi dengan Sumber Dana yang digunakan 
dalam kegiatan (kolom l.c) terkait.
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D. PANDUAN EVALUASI RANCANOAN PERATURAM DESA TENTANO APB 
DESA/ PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN APB DESA

PANDUAN RVALUASi
RANCANOAN PERATURAN DESA TENTANO ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DESA/ PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DESA

A. DASAR PEMiKlRAN
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) merupakan 

wujud dan pengelolaan keuangan Desa yang dibahas dan disepakati 
oleh Pemerintah Desa dan Bad an Permusyawaratan Desa (BPD) 
secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besamya 
kemakmuran tnasyarakat Desa yang ditetapkan setiap tahun dengan 
Peraturan Desa.

2. APB Desa disusun sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan Desa 
berdasarkan asas transparan, akuruable. partisipatif. serta tertib dan 
disiplin anggaran.

3. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan/atau 
Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa yang telah 
disepakati bersama antara Pemerintah Desa dengan Badan 
Permusyawaratan Desa (BPDj disampaikan kepada Camat untuk 
dievaluasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa,

B. MAKSUD DAN TUJUAN
1. Maksud dikeluarkannya panduan ini adalah untuk menjamin 

tercapainya kepatuhan. keselaresan, keseimbangan dan kejelasan 
pengelolaan keuangan Desa daiam membiayai penyetenggaraan 
pemerintahan. pelaksanaan pembangunan Desa» pemberdayaan 
masyarakat< dan pembmaan kemasyaraioitan berdasarkan 
kewenangan Desa yang mengutamakan kepentingan umum dan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

2- Tujuan dikeluarkannya panduan ini adalah untuk memberikan 
acuan kepada para Camat daiam rangka melaksanakan evaluasi 
Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan/atau Rancangan 
Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

C. SASARAN EVALUASI
Sasaran pelaksanaan evaluasi yaitu :
1. Diperoleh data dan tnformasi yang akan menjadi dasar untuk

memberikan penilaian kepada Desa daiam kaitannya dengan
kepatuhan penyusunan dan penetapan Rancangan Peraturan Desa 
tentang APB Desa dan/aiau Rancangan Peraturan Desa tentang 
Perubahan APB Desa.

2. Diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk
memberikan penilaian kepada Desa daiam kaitannya dengan
sub Stan si dan materi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa 
dan/atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
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D. RUANO UNOKUP EVALUASI
Ruang lingkup pelaksanaan evaluaai yaitu ;
1. Aapek administrasi yang meliputi idcntifikasi kelengkapan data dan 

informasi terkait dokumen pendukung dalam penyusunan 
Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan/atau Rancangan 
Peraiuran Desa tentang Perubahan APB Desa,

2. Aspek legal! cas yang meliputi identifskasi peraturan-peraturan yang 
melandasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa dimaksud.

3. Aapek kebijakan yang meliputi identiflkasi konsisten&i substanai dan 
materi dcngan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM 
Desa) don Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

4. Aspek Aspek substansi anggaran dalam struktur APB Desa yang 
meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan.

E. EVALUASI
1. PERSIAPAN EVALUASI

a. Langkah yang perlu disiapkan dalam pelaksanaan evaluaai yaitu :
1) Pembentukan Tim Evaluasi oleh Carnal.
2) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka Ij terdiri dari:

a. Ketua : Carnal
b. Sekretaris : Kepala Seksi pada Kecamatan yang membtdangi 

pemerintahan atau pemberdayaan
c. Anggota ; Kepala Sckai pada Kecamatan dan UPT di 

Kecamatan yang tcrkait.
3) Anggota Tim Evaluasi dimaksud adalah Pejabat dan/atau staf 

yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya dari unsur terkait 
uniuk melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang 
APB Desa dan/atau Rancangan Peraturan Desa tentang 
Perubahan APB Desa.

b. Dokumen Evaluasi
1) Dokumen Utama

a) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang cetah 
disepakati bersama antara Pemerintah Desa dan BPD; 
dan/atau

b) Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa 
yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Desa dan 
BPD,

2) Dokumen Penunjang (alat vcrifikasi) 
a) Disiapkan oleh Desa

• Keputusan Musyawarah BPD tentang kesepakatan
rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa (uncuk 
evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa),

‘ Keputusan Musyawarah BPD tentang kesepakatan
rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa 
(untuk evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang 
Perubahan APB Desa];

• RPJM Desa;
- RKP Desa tahun berkenaan;
’ Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban 

Realisasi pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran
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Sebelumnya (sesuai peraturan perundang-undangan 
yang borlaku);

- Rancangan Peraturan Dcsa ten tang Penjabaran APB Desa 
tahun berkenaan (untuk evaJuast Rancangan Peraturan 
Desa tentang APB Desa);

- Rancangan Peraturan Desa tentang Penjabaran 
Perubahan APB Desa tahun berkenaan (untuk evaluasi 
Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB 
Desa);
Peraturan Desa tentang kcwenangan berdasarkan hak 
a sal usul dan kewenangan lokai berskala Desa (j)ka 
sudah adaj;

- Dokumen lain >ang relevan misalnya Peraturan Desa 
tentang pembentukan Dana Cadangan. Peraturan Desa 
tentang pendirian BUM Desa, hasiJ uji kclayakan 
penyenaan modal BUMDesa, dll.

b) Disiapkan oleh Tim Evaluasi
- Peraturan Bupali tentang Pedoman

Keuangan Desa;
- Peraturan Bupati tentang Pedoman

Barang/Jasa di Desa;
- Peraturan Bupati yang mengatur mengenai Dana Desa. 

Alokasi Dana Desa (ADD), Bagian dan Basil Pajak Daerah 
dan Rctribusi Daerah;

- Peraturan Bupati tentang kewenangan berdasarkan hak 
asal usul dan kewenangan lokai berskala Desa;

• Besaran pagu indikatif dan/atau Keputusan Bupati 
terkatt Penetapan Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD), 
Bagian dart Hasil Pajak Daerah dan Reiribusi Daerah;

- Standar Satuan Harga Kabupaten dan Analisis Hai^ 
Sam an Pekeijaan.

Pengelolaan

Pengadaan

2. PELAKSANAAN EVALUASI
Proses evaluasi dilaksanakan dengan menempuh 2 (dua| tahapan, 
yaitu :
a. Pemeriksaan kelengkapan dokumen evaluasi admintstrasi dan

legal itas.
Evaluasi administrasi dan legalitas ini raeneliti beberapa hal
antara lain :
1) Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi;
2) Kepatuhan atas penyajian informasi daJam rancangan 

Peraturan Desa yang akan dievaluasi;
3) Konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam 

rancangan Peraturan Desa yang akan dievaluasi;
4) Kesesuaian rancangan Peraturan Desa yang akan dievaluasi 

dengan teknis penyusunan Peraturan Desa.

Langkah-Langkah Evaluasi administrasi dan legalitas meliputi:
1) Pengumpulan dokumen evaluasi;
2) Pen Catalan nomor, langgal dan kelengkapan lam pi ran semua 

dokumen;
3) Penelitian dan penganalisisan nomor, tanggal, dan kelengkapan 

lampiran semua dokumen;
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b-

4| Pembandingan tanggal penyampaian semua dokumen dengan 
ketcntuan yang berlaku tentang batas waktu penyampaian 
dokumen; dan

5) Kesimpulan eecara narast tentang basil langkah 1) s.d 4) di 
atas.

Catatan : Jika dari basil pemeriksaan kelengkapan dokumen 
tidak terpen uhi sesuai ketentuan, Tim Evaluasi meminta 
kepada Feme rin tab Desa untuk melengkapinya. Waktu 
pelaksanaan evaluasi dihitung kembati setelah dokumen 
diterima secara lengkap.

Evaluasi kebijakan dan struktur APB Desa dan/atau perubahan 
APB Desa. Langkah'langkah evaluasi kebijakan dan struktur 
tertuang dalam lembar kerja-

3. HASIL EVALUASI
Setelah selesai malaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Desa 
tentang APB Desa atau perubahan APB DesaT Tim Evaluasi 
menyusun Laporan Hasil Evaluasi yang dituangkan dalam Surat 
Hasil Evaluasi Camat
Laporan basil evaluasi dimaksudkan untuk menyampaikan temuan 
an ah sis lerhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau 
Perubahan APB Desa sebagai umpan balik kepada Pernerintab Desa 
untuk melakukan penyempumaan dan/atau persetujuan lerhadap 
Rancangan Peraturan Desa dimaksud.
Laporan Hasil Evaluasi (l.HE) tersebut secara garis besar menyajikan 
informasi mengenai:
a. evaluasi atas si stem APB Desa atau Perubahan APB Desa, dan
b. evaluasi atas substansi APB Desa atau Perubahan APB Desa. 
Camat bertanggung jawab cerhadap hasil evaluasi dimaksud. Camat 
akan bertanggung jawab apabila terdapat implikasi hukum dan/atau 
kelemahan dalam implememaai APB Desa, akibat proses evaluasi 
yang tidak dilakukan dengan baik dan benar.
Laporan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa 
atau Perubahan APB Desa didistribusikan kepada ;
a. Kepala Dinas Pemberdavaan Masyarakat dan Desa; dan
b. Inspektur Kabupaten.

4. PENUTUP
Dalam melaksanakan evaluasi lerhadap rancangan Peraturan Desa 
tentang APB Desa dan/atau Perubahan APB Desa agar selektif dan 
sistematis dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang' 
undangan yang berlaku.
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E. FORMAT PERATURAN DESA TENTANO PERUBAHAN Are DESA

KEPALA DESA.....(Nama Dcsa)
KABU PATEN BOYOLAU

PERATURAN DESA .... (Nama Dcsal 
NOMOR ... TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN ....

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA DESA .... (Nama Desa|,

: d. Bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang 
tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah 
ditetapkan dalam Anggaran E^ndapatan dan 
Belanja Desa, karena adanya pc ru bah an 
pendapacan, belanja dan pembiayaan. perlu 
dilakukan perubahan Anggaran Pcndapatan dan 
Betanja Desa Tahun Anggaran

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 
Peraturan Desa lentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
.........

: 1....... ;
2....... ;
3.........dan selerusnya;
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Dcngan Kesepakat^ Bersama 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA... (Nama Desa)
dan

KEPALA DESA ... (Nama Desa) 

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN dan be LAN J a DESA....... TAHUN
ANGGARAN .....

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran .....
semula berjumlah Rp.....  ( ...... rupiah) sehingga menjadi Rp
..........• (.......rupiah) dengan rinctan sebagai bcrikut :
1. Pendapatan Desa

a. semula Rp.......................
b. bertambah/(berkurang) Rp.......................
Jumlah pendapatan setelah
perubahan Rp.......................

2. Belanja Desa Rp.......................
a. semula Rp.......................
b. benambah/(berkurang) Rp.......................
Jumlah belanja setelah perubahan Rp.......................

Surplus/IDefisit) setelah perubahan Rp.......................

3. Pemblayaan Desa
3.1 Penerimaan Pembiayaan Rp.........................

a. semula Rp.......................
b. bertambah/(berk u rang) Rp.......................

Jumlah penerimaan setelah
perubahan Rp.......................

3.2 Pengeluaran Pembiayaan Rp........................
a. semula Rp.......................
b. bertam bah/(berku rang) Rp.......................

40
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Jumlah pengeluaran setelah 
perubahan

Selisih pembiayaan setelah 
perubahan

Rp.

Rp.

Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) 
Tahun Beijalan setelah perubahan 
(Surplus/(Defiait) + Selisih 
Pembiayaan) Rp.

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasai 1 tercaneum dalaro 
Lam pi ran yang merupakan bagian tak terpisahkan dan 
Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan 
APB Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pad a tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui. memerintahkan 
pengundangan Peraturan Desa ini daJam Lembaran Desa... 
(nama Desa).

Ditetapkan di......................
pad a tanggal........................

KEPALA DESA..... (Nama Desa)
tanda tangan 
NAMA

Diundangkan di... 
pada tanggal...

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),
tanda tangan
NAMA
LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

•41-
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Cara pengisian:
Kofom I : diisi dengan kode rekening berdasarkan klasiftkasi bidang kegiatan
Koiom 2 : diiai dengan kode rekening berdasarkan klasifikaaii ekonomi
Kolom 3 ; diisi dengan seluruh uraian sebelum perubahan
Koiom 4 : diisi dengan anggaran sebelum perubahan
Kolom 5 : diisi dengan seluruh uraian setelah perubahan
Koiom 6 ; diisi dengan anggaran sctclah perubahan
Kolom 7 : diisi dengan besaran jumlah anggaran yang berubah
Kolom 8 : diisi dengan sumber dana

F. FORMAT PERATURAN 
PERUBAHAN APB DESA

KEPALA DESA TENTANO PENJABARAN

KEPALA DESA.....(Nama Desa}
KABUPATEN BOYOLAU

PERATURAN KEPALA DESA... (Nama I>aa)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN......

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA... (Nama Desa),

Menimbang

Mengin^t

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasa) 3 Peraturan
Uesa Nomor.......  Tahun ...... ten tang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ...... maka
perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
.....(Nama Desa) Tahun Anggaran...... ;

1....... ;
2....... :
3........ dan setemsnya;

MEMUTUSKAN
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Menetapkan PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PEN J ABAKAN 
PERUBAHAN ANGOARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DESA..... TAHUN ANGOARAN.....

Pasal 1

Anggaran Pen da pa tan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
...... semula betjumlah Rp ....... (..., rupiah)
bertambah/her ku rang sejumlah Rp ...... (,... rupiah)
sehingga meniadi Rp ...... (....... rupiah) dengan rincian
sebagai berikut :
1- Pendapatan Desa

1.1 Pendapatan Asli Desa
a. semula Rp...................
b. bertambah/(berku rang) Rp...................
Jumlah Pendapatan Asli Desa setelah
perubahan Rp....................

1.2 Transfer
a. semula Rp...................
b- bertambah/(berkurang) Rd...................
Jumlah Pendapatan Transfer setelah
perubahan Rp....................

1.3 Pendapatan Lain-lain
a. semula Rp...................
b. bertambah/(berku rang) Rp...................
Jumlah Pendapatan Lain-lain setelah
perubahan Rp...................

Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp....................

2. Belanja Desa
2.1 Bidang Penyelenggaraan Pcmcrintah 

Desa
a. semula Rp...................
b, bertambah/(berkurang) Rp...................
Jumlah setelah perubahan Rp.................. .

2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan 
Desa
a. semula Rp...................
b. bertambah/(berku rang) Rp...................
Jumlah setelah perubahan Rp...................

2.3 Bidang Pern binaan Kemasyarakatan 
Desa
a. semula Rp...................
b. bertambah/(berkurang) Rp...................
Jumlah setelah perubahan Rp...................

2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 
Desa
a, semula Rp...................
b. bertambah/(berku rang) Rp...................
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Jumlah setelah perubahan

2.5 Bidang Penanggulangan Bencana, 
Darurat, dan Mendesak Desa
a. aemula
b. bertambah/fberkuranel 
Jumlah setelah perubahan

Jumlah Belanja setelah Perubahan

Surplus/(Defisit) setelah Perubahan

3. Pembiayaan Desa
3.1 Penerimaan Pembiayaan

a. aemula
b. bcrtambah/(berkurang)
Jumlah setelah perubahan

3.2 Pengeluaran Pembiayaan
a. aemula
b. bertambah / (berkurang)
Jumlah setelah perubahan

Selisih Pembiayaan setelah perubahan

Sisa Lebih Pembiayaan (SlLPAl Tahun 
Beijalan (Surplus/(Defisit) + Selisih 
Pembiayaan) setelah perubahan

Pa sal 2

Rp.................

Rp.................
BPi..... ..........
Rp.................

Rp.................

Rp.................

Rp.................
Rp.................
Rp.................

Rp.................
Rp.................
Rp.................

Rp.................

Rp...............

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaron 
Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam 
PasaJ 1 tercantum dalam Lam pi ran yang merupakan bagian 
tidak lerpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pa sal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan 
Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa 
ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan 
Perubahan Anggaran (DPPA) yang diausun oieh Kepala 
Urusan dan Kepala Seksi selaku pelaksana kegiatan 
anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggaJ 
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memcrintahkan 
pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan 
penempatannya dalam Berita Desa........ (Naina Desa)
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Ditetapkan di 
pada tanggai .

KEPALA DESA ... (Nama Deaa)
tanda tangan
NAMA

Diundangkan di ... 
pada tanggai...

SEKRETTARIS DESA ... (Nama Dcsa).
tanda tangan
NAMA
BE RITA DESA ... (Nama Desa) TAHUN .NOMOR
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Keterangan Cara Pengisian;
Kolom 1

Kalom 2

Kolom 3

Kolom 4

Kolom 5

diisi berdasarkan klaaifikaai Bidang Kegiatan:
d. bidang;
e. sub bidang; dan 
r. kegiatan.

Kode rekening diisi berdasarkan klasiilkasi ekonomi terdiri 
dan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan:
- Bagian pendapatan diisi:

a. Pendapatan:
b. kelompok pendapatan;
c. Jen is pendapatan, dan
d. obyek pendapatan 

> Bagian Belanja diisi:
a. belanja;
b. Jen is belanja (disesuaikan dengan jenis kegiatan):
c. obyek belanja: dan
d. rincian obyek belanja.

• Bagian Pembiayaan diisi;
a. pembiayaan;
b. kelompok pembiayaan; dan
c. jenis pernbiavaan.

- merupakan anggaran pada saat sebelum perubahan 
APBDesa

• Uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (Lihat 
Lampiran Peraturan Bupati ini).

Volume diisi dengan volume (jumlah) output 
kegiatan (Kolom I .c) clan volume (jumlah) input pada 
rincian obyek belanja (Kolom 2.d).

. Satuan diisi dengan satuan output (paket, unit, km, Ha) 
kegiatan dan satuan (paket, unit) input pada rincian 
obyek belanja.
Anggaran diisi dengan jumiah anggaran yang 
ditetapkan.

- merupakan anggaran pada saat setelah Perubahan 
APBDesa

- Uraian Per)dapatan. Belanja dan Pembiayaan (Lihat 
Lam pi ran Peraturan Bupati ini).

Volume diisi dengan volume (jumlahl output 
kegiatan (Kolom 1 c| dan volume (jumiah) input pada 
rincian obyek belanja i Kolom 2,d).

• Satuan diisi dengan satuan output (paicet, unit, km, Ha) 
kegiatan dan satuan (paket. unit) input pada rincian 
obyek belanja,

> Anggaran diisi dengan jumiah anggaran yang 
ditetapkan.

diisi dengan besaran jumiah anggaran yang berubah

Kolom 6 Sumber Dana diisi dengan Sumber Dana yang digunakan 
dalam kegiatan (kolom 1 .c) terkait.
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Keterangan cara pengisian:

Kolom 1,2, 3, 4 dan 5

Kolom 6

Kolom 7

diisi sebagaimana yang tercantum dalam Penjabaran APB 
Desa sesuai tugas yang dilaksanakan oleh masing-masing 
Kaur/Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran. 
diisi dengan:

Pendapatan diisi sesuai rencana waktu 
penerimaan pendapatan baik yang berasaJ dari 
Informasi resmi maupun estimasi waktu 

- Belanja diisi sesuai rencana
pengeluaran berdasarkan DPA yang diajukan oJeh 
Kaur/Kasi Pelaksana Kegiatan An^aran maupun 
rencana pengeluaran penghasilan tetap, uncuk belanja 
tunjangan operasionaJ aparatur Desa

Pembiayaan diisi sesuai rencana 
penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. 

diisi jumiah penerimaan dan pengeluaran masing-masing 
item.
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0.3 FORMAT RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

RENCANA ANGGARAN BIAYA
DESA.......... KECAMATAN....

TAHUN ANGGARAN.........

Bidang 
Sub Bidang 
Kegiatan
Waktu Pelaksanaan 
Rincian Pendanaan

NO. URAIAN VOLUME HARGA SATUAN 
(Rp.l JUMLAH (Rp.)

1 2 3 4 5

JUMLAH (Ro.)

Disetujui 
Kepala Desa . Kaur/ Kasi

Tan da tangan 
NAMA

Tan da tangan 
NAMA

Keterangan Cara pengiaian :

1. Bidang diisi dengan nomenklatur bidang dan kode rekening sesuai 
dengan APB Desa.

2. Sub Bidang diisi dengan nomenklatur Sub Bidang dan kode rekening 
sesuai APB Desa,

3- Kegiatan diisi dengan nomenklatur kegiatan dan kode rekening 
sesuai APB Desa,

4, kolotn 1 diisi dengan nomor urut.
5- kolom 2 diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam 

kegiatan,
6- kolom 3 diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/barang.
7- kolom 4 diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk 

membayar orang/barang.
8- kolom 5 diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 

4.
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Keterangan cara pengiaian:

Kolom 1 
dan 7

Kolom 8

2, 3. 4. 5, 6;

Kolom 9

diisi sebagaimana yang tercantum dalam Penjabaran APB 
Desa sesuai tugas yang dilakaanakan oleh maaing-masing 
Kaur/Kasi Pelakaana Kegiatan Anggaran. 
diisi dengan:

Pend a pa tan diisi sesuaj rencana waktu 
penerimaan pendapatan baik yang be rasa! dari 
informasi resmi maupun estimasi waktu 

• Belanja diisi sesuai rencana
pengeluaran berdasarkan DPA yang diajukan oleh 
Kaur/Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran maupun 
rencana pengeluaran pengahasilan tetap, untuk 
belanja tunjangan operasional aparatur Desa

Pembiayaan diisi sesuai rencana 
penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. 

diisi jumJah penerimaan dan pengeluaran masing-masing 
item.
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K. BUKU PEMBANTU KEGIATAN

K.l BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
DESA...................KECAMATAN..........
TAHUN ANGQARAN...........................

No. Tanggal Nomor
Qukti

Uraian Penerimaan 
dari Kas

Hrngeluaran (Rp) Pengemtxilian 
ke kas Desa

(Rp)

Soldo Kas 
(Rp.)

(RP) Lielanja 
Eiarong 

dan Jasa

Brlanja
Modal

1 3 3 4 5 () 7 A 9
Pindahan Jumlah 
rlari halainan 
Mbelumnya

lumlah
Total Penerimaan ^otaJ Peneduaranr Total Peneeluaran * SakJo Kas

Kaur/Kasi.

Cara pcn^aian; 
Kolom i 
Kolom 2 
Kolom 3 
Kolom 4 
Kolom 5 :
Kolom 8 ;
Kolom 9 ;
Kolom 10 
Kolom 11

diial df n^an nomor urut. 
dilsi deng»m mnggal Iransaksi. 
dilsi dcngim nomor bukii transaJcal. 
diisu denKHn uraian Iransaksi.
djisi dcn^an Jumlah rupiah yang dliorimadarl kae Desa. 
dilsi <lcnKnn jenis pfngrluar.Jn Ix^UuiJu banxng dan jasa. 
dilsl dcngan jenis pengeluaran hrlnnja modal, 
diisi dcngan Jumlah rupiah yang dikembalikan kr Kas Desa. 
dUsi dengan jumlah suldo kas daiam rupiah.

58



K.2 BUKU PEMBANTU KECIATAN PENERIMAAN SWADAYA MASYARAKAT

BUKU PEM BANTU KE 01 AT AN PENEKJMAAN SWADAYA MASYARAKAT
DE8A............... KECAMATAN............
TAJ I UN A NOG ARAN.........

NamH KegiAiaa

No.

1

Tanggal

2

Nomor
Bukti

3

Uraian

4

I’enerimaan Nomor
Bukti Soior 

kf Kns 
Desa

7

SaJdo Ka&
(Rp.)

8

Uang (Kp)

5

Banmg/
Tcnaga

(Volume)
6

PindaJian 
Jumlah dari 
halaman 
sebelumnva

jumlah
Total

Kaur/K{)si

Cara pcngiaian:
Kolom 1 dilsl
Kolom 2 dilfti
Kolom 3 diiai
Kolom 4 diisi
Kolom 5 dilsi
Kolom 6 dliai
Kolom 7 diiai
Kolom 8 diisi

Kas
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Keterangan Cara Penpaian :

Kolom 1 dan 2 

Kolom 3

Kolom 4 

Kolom 5

Kolom 6 

Kolom 7

Kolom 8

Kolom 9 

Kolom to

Kolom 11 

Kolom 12

Kolom 13

Kolom 14

dusi dcngan Kode Rekening.
diisi dengan Bidang, Sub Bidang dan Jenia Kegiatan 
sebagaimana yang tercantum dalam penjabaran APB 
Desa.
diisi volume kegiatan yang direncanakan. 
diisi satuan volume contoh:

■ jembatan/bangunan/barang atau yang sejenis ■» 
unit

• jalan/irigasi/ drainase acau yang sejenis*" M
kegiatan non fisik - paket.

diisi jumlah anggaran yang direncanakan.
diisi volume kegiatan yang terealisasi sampai dengan 
saat int.
diisi satuan volume yang terealisasi sampai dengan saat 
ini,
diisi dengan jumlah dana yang digunakan.
diisi dengan prosentase capaian kegiatan dan anggaren 
yang digunakan.
diisi dengan penggunaan dana dari Dana Desa (DD).
diisi dengan penggunaan dana dari Alokasi Dana Desa 
(ADD).
diisi dengan penggunaan dana dari sumber lain selain 
DD dan ADD.
Diisi dengan penggunaan bantuan yang tidak benipa 
uang.
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M. FORMAT SURAT PERMINTAAN PE M BAY ARAN

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN ( SPP)
DESA.............KFCAMATAN...............

TAHUN ANCiGARAN .........

Bidang 
Sub Bidang 
Kegiatan
Waktu [Vlakaariiian

NO UKAIAN
PAGU

ANGOAKAN

(Kn.)

PENCAtRAN 
s.n. YG 

LAL13
iRp.)

PERMINTAAN
SEKARANQ

IKD.I

JUMLAII 
SAMPAI SAAT

iNl
IRPI

SISA DANA

(RP>I
1 2 3 4 5 6 7

JUMIAM

Tclflh dilukukun verifScasI 
Sckrctans Desa.
Tanda tnngHn

KAMA

Kaur/ KaBi.....
Tanda tangan

KAMA

Disetujui untuk dibayarkai 
Kr|>ala Deaa.
Tanda tangan

NAMA

Tdah dibayar lunua 
Kaur Keuangan, 
Tanda tangan

NAMA

Cam pcngiaian;
1. Bidung df ngan tiomcnklatur dan kudc n’kt'mng sesuai APB Desa.
2. Sub Didung diisi dengan iiom<*nklutur kode tokening sesuai APR Desa
3. Kegiatan diisi dengan nom«Tiklaiur kode rekening srsuai APU Deaa.
4. Kolam 1 . dengan nomor urul.
5. Kolom 2 : diisi dongan rint inn ix^nggunaan dana sesuai rencuiui kegiatan.
6. Kolom .3 . diisi <lengan rii^cian pagu dana scauni <lengan renrana kegiatan.
7. Kolom 4 diisi dengan riiicuinjumlah anggamt; v«ng lelah dibayar scbclumnya.
8. Kolom 5 ' diisi dengaji rim uin yang dimintakan uniuk dibayar.
9. Kolom 5 diisi dengan jumUih permintaan dana Ham{>ai saai ini.
10. Kolom 7 ; diisi dengan slsa iUiggaran.
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N. FORMAT PERNYATAAN TANGGUNO JAWAO BELANJA

PKKNYATAAN TANOOUNCWAWAB BELANJA
DESA..............KECAMATAN...................

TAHUN ANGO ARAN ..........

Bidang :.....................................
Sub Bidang :....................................
Kegtaian .......................................

NO. PENRRIMA URAIAN JUMMM
(RpJ

1 2 3 4

JUMLAH IRD.i

Hukti-bukti pcngrluoran atau belanja lernobut di atas sebagai tcrlamplr. untuk 
kclengkapan.
Dcmikian surat pf^myataan ini dibuat dengan m bc'namya.

Kaur/Kaal.....

Tanda tangan 

NAMA

Cara pengisian:
1. Bidang diiai dcngnn nomcnklatur dan kode n^kening sesuai APD Deaa,
2, Sub Bidang diisi dcngan nomfiiklaiur don kodc rckening seaual APB Desa.
3. Kegiatan diiai drngan nunit^nklaiur dan kodc rckening aeauai APB Desa.
4, Koiom 1 : iliisi <lcngan nomor urut,
3. Koiom 2 : diisi drngan penerima pembayamn yang ada di bukti belanja.
6. Koiom 3 : diisi dengan uraian keprriuan belanja.
7. koiom 4 : diisi dengHn jumlah belanja.
8. bails jumlah diisi jumlah keselumhan.
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Keterangan Cara Pengiaian :

Kolom 1 dan 2 

Kolom 3

Kolom 4 

Kolom 5

Kolom 6 

Kolom 7

Kolom 8

Kolom 9 

Kolom 10

Kolom 11 

Kolom 12

Kolom 13

Kolom 14

: dfiai dengan Kode Rekening.
: diisi dengan Bidang« Sub Bidang dan Jenia Kegiatan 

sebagaimana yang tercantum dalam penjabaran APB 
Desa.

: diiai volume kegiatan yang direncanakan.
; diisi satuan volume contoh:

• jembatan/bangunan/barang atau yang sejenie ■ unit 

‘ jalan/ihgasi/ drainase atau yang sejenis* M
• kegiatan non flsik - paket.

: diisi jumiah anggaran yang direncanakan.
: diisi volume kegiatan yang tereaJisasi aampai dengan 

saat ini.
: diisi satuan volume yang terealisasi sampai dengan saat 

ini.
: diisi dengan jumiah dana yang digunakan,
; diisi dengan prosentase capaian kegiatan dan anggaran 

yang digunakan,
: diisi dengan penggunaan dana dari Dana Desa (DD).
; diisi dengan penggunaan dana dari Alokasi Dana Desa 

(ADD|.
: diisi dengan penggunaan dana dari sumber lain selain 

DD dan ADD.
: Diisi dengan penggunaan bantu an yang tidak berupa 

uang.
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KeterangAn Cara pengislan

Kolom L 
Kolom 2 
Kotom 3

Kolom 4 ;

Kolom 5 : 
Kolom 6 : 
Kolom 7 ; 
Kolom 8 ; 
Kolom 9 :

dllsi drngan nomor unit penerlmaan atau pengeluaran. 
dUsI dengan tanggal penerlmaan atau pengeluaran.
dlisl dcngan kodc rckcnlng penerlmaan dan pengeluaran ficbagaimana tcrtera 

daltun Pcnjabanm APR Dem.
cUlal dengan uralan rransakai penerlmaan atau pengeluaran aebagaJmana 

tericm dolom penjabaran APB Desa, 
dlisj dengan Jumlah rupiah penerlmaan. 
dllal dengan Jumlah rupiah pengeiuaran. 
dlisi dengan nomor bukti tranaaksl. 
dllai dengan neilo tran^kal. 
dliaJ dengan aaldo kas.
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Keterangan Cara pengiaian:

Kolom 1 : diiai dengan nomor unit pemasukan dan pengeluaran 
Bank.
Kolom 2 : dtisi dengan tanggai transakai Bank.
Kolom 3 : diisi dengan uraian transaksi pemasukan dan 
pengeluaran.
Kolom 4 

Kolom 5 

Kolom 6 

Kolom 7 

Kolom 8 

Kolom 9

diisi dengan bukti transaksi. 
dilsi dengan pemasukan jumlah setoran. 
diisi dengan pemasukan jumlah bunga Bank, 
diisi dengan pengeluaran Jumlah penarikan. 
diisi dengan pengeluaran jumlah pajak. 
diisi dengan pengeluaran biaya administrasi.

Kolom 10 ; diisi dengan saldo Bank.

/



P-2 2 FORMAT BUKU KAS PEMBANTU PAJAK

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
DESA...... KECAMATAN

TAHUN ANGGARAN.....

NO TANGGAi URAIAN PEMOTONCiAN
(Rpl

PENYETORAN
(Rp)

SALDO
(1^1

1 2 3 4 5 6

lUMlAH

Kaur Keuangan 
Tanda tangan 
KAMA

Keterangan Cara pengisian ;
Kolom 1 : diisi dengan nomor urut pencnmaan (dari pemotongan pajak| atau

pengeluaran (dari penyetoran pajak).
Kolom 2 : diist dengan tanggaJ penerimaan atas pengeluaran.
Kolom 3 : diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas.
Kolom 4 : diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas.
Kolom 5 : diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas.
Kolom 6 : diisi dengan soldo buku kas bendahara.
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P.2.3 FORMAT BUKU PEMBANTU PANJAR

BUKU PEMBANTU PAN JAR
DESA...............KECAMATAN.......

TAHUN ANQGARAN.............

No. Tansual Nomor HukU Urown Penerima
Pemberian

IRp)
Pcrtimggung 

iawftbon Paniar ^aldo lRv\
1 2 3 4 5 6 7 8

Kaur Keuangan 
Tanda tangan 
KAMA

Keterangan Cara pengisian:

Kolom ] : dtisi dengan nomor urut.
Kolom 2 : diisi dengan tanggal transakai.
Kolom 3 : dltsi dengan nomor bukti transakai.
Kolom 4 : diisi nama/sumber pemben bantuan dan jenis bantuan.
Kolom 5 : diisi dengan jumlah uangyang berikan.
Kolom 6 : diisi dengan volume jenis barang/tenaga.
Kolom 7 : diisi dengan nomer bukti setor/pemberiiahuan kepada 

Bendahara.
Kolom 8 : diisi dengan jumlab rupiah sebagai saJdo yang harus 

dikembalikan ke Kas Desa.
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P.s3 CONTOH FORMAT KUlTANSl

KANTOR DESA
KECAMATAN
KABUPATEN

...... (nama desa)

....... (nama kecamatanj
BOYOLALl

TANDA BUKT] PENG ELUARAN UANG

Telah terima dari Kaur Keuangan Desa.........(Nama Deaa)

(Jang sebesar : Rp..... (Jumlah dalam angka)
(....Jumlah dalam huruf,,.)

Sebagai pembayaran :.....(Scbutkan Tujuan Pembayaran/Kcgiatan/Belanja)

Desa.......................

Catatan Keuangan

Yang memberi. Yang menerima.
Kaur Keuangan Tanda tangan
Tanda tangan

NAMA NAMA

KANTOR DESA .....(nama desa)
KECAMATAN ...... (nama kecamatan)
KABUPATEN BOYOLAU

TANDA BUKTI PRNFRIMAAN UANG

Telah teiima dari....... . (Nama pemberi)

Uang sebesar Rp.....(Jumlah dalam angka)
...Jumlah dalam huruf...)

Sebagai pembayaran ; ..... (Sebutkan Tuj uan Pe m bayaran / Kegiatan / Belanja)

Desa.........................

Cacatan Keuangan

Yang memberi. Yang menerima.
Tanda tangan Kaur Keuangan Desa....

Tanda tangan

NAMA NAMA
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Q. LAPORAN PELAKSANAAN APB DESA SEMESTER PERTAMA, DAN 
LAPORAN PERTANOGUNCiJAWABAN

Q.l FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DESA SEMESTER PERTAMA

LAPORAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
SEMESTER PERTAMA

PEMERJNTAH DESA................
TAHUN ANGGARAN...............

KODE REKENINO URAIAN ANGGARAN
(Rp)

RKAUSASI
ANCKlAkAN

m
SUMHKK

l.)ANA
I 2 3 4 5 6
b c a h c d

...................................... 20....
Kepala Dna.......................

Cara pengiaian:
Kolom 1 : diisi berdasarkan Idaaifikasi Bidang Kegiatan:

a. bidang;
b. Sub Bidang; dan
c. kegiatan.

Kolom 2 : diisi berdasarkan klasiilkasi ekonomi terdiri dari Pendapatan. 
Belanja dan Pembiayaan:

Bagian pendapatan diisi:
a. Pendapatan;
b. kelompok pendapatan:
c. jenis pendapatan; dan
d. obyck pendapatan.
Bagian Belanja diisi:
a. belanja;
b. jenis belanja (disesuaikan dengan Jen is kegiatan);
c. obyek belanja: dan
d. rincian obyek belanja.

• Bagian Pembiayaan diisi:
a. Pembiayaan;
b. Kelompok pembiayaan; dan
c. jenis pembiayaan.

Kolom 3 : diisi uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (Lihat Lampiran A 
Peraturan Bupati mij

Kolom 4 : diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan 
Kolom 5 : diisi dengan realisasi anggaran yang digunakan 
Kolom 6 : diisi sumber Dana diisi dengan Sumber Dana yang digunakan dalam 

kegiatan (kolom 1 .c) terkait
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Keterangan Cara Pengiaian :

Kolom 1 dan 2 

Kolom 3

Kolom 4 

Kolom 5

Kolom 6 

Kolom 7

Kolom 8 

Kolom 9 

Kolom 10

Kolom 11 

Kolom 12

Kolom 13

Kolom 14

: diisi dengan Kode Rekening.
; diisi dengan Bidang, Sub Bidang dan Jenis Kegiatan 

sebagaimana yang tercantum dalam penjabaran APB Desa.
: diisi volume kegiatan yang direncanakan.
: diisi satuan volume contoh:

- jembatan/bangunan/barang atau yang sejenis * unit 

• jalan / irigasi/ drainase atau yang sejcnis= M
- kegiatan non fisik - paket.

: d i i si j um lah anggaran yang d irencan akan.
: diisi volume kegiatan yang terealisasi sampai dengan saat 

ini.
: diisi satuan volume yang terealisasi sampai dengan saat ini.
: diisi dengan j umlah dana yang digunakan.
: diisi dengan prosentase capaian kegiatan dan anggaran yang 

digunakan.
: diisi dengan penggunaan dana dan Dana Desa (DD}.
; diisi dengan pen^unaan dana dari Alokasi Dana Desa 

(ADD],
: diisi dengan penggunaan dana dari sumber lain selain DD 

dan ADD.
: Diisi dengan penggunaan bantuan yang tidak berupa uang.
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Q.3 FORMAT RANCANOAN PERATURAN DESA TENTANG APB DESA

KEPALA DESA..... (Nama Desa)
KABUPATEN........ (Nama Kabupaten)

PERATURAN DESA... (Nama Deaa)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

TAHUN ANGGARAN ....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ... (Nama Deaa),

Menimbang f. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa 
dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung 
jawab untuk sebesar-besamya kemakmuran 
masyarakat Desa,

g. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran ...... termiiat dalam Peraturan
Desa ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran ..... yang disusun sesuai
dengan kebutuhan penyeienggaraan pemerintahan 
Desa perlu dipertanggungjawabkan
pelaksanaanny a;

h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Deaa tentang Laporan 
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Betanja Desa Tahun 
Anggaran...... ;

Mengingat 1.

3.........dan seterusnya;
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Dengan Kesepakatan Bersama 

BAD AN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Kama Desa)
dan

KEPALA DESA ... (Nama Desa) 

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN 
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 
TAHUN ANGGARAN..........

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 
Anggaran......dengan perincian sebagai berikut:
1. Pendapatan Desa Rp.......................
2. Belanja Desa Rp.......................

a. Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa Rp.......................

b. Bidang Pelaksanaan
Pembangunan Desa Rp.......................

c. Bidang Pem binaan
Kemasyarakatan Desa Rp.......................

d. Bidang Pemberdayaan
Masyarakat Desa Rp.......................

e. Bidang Penanggalangan 
Bencana. Darurat dan
Mendesak Desa Rp.......................

Jumlah Belanja Rp.......................
$u rpl u s / Defisi t Rp.......................

3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan Rp........................
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp........................
Selisih Pembiayaan ( a - b ) Rp........................

Sisa Lebih Perhitungan 
Anggaran (SiLPA) Tahun 
Beijaian (Surplus/(Deilsit) * 
Selisih Pembiayaan) Rp,

Pasal 2

Ural an lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana 
dimaksud daiara Pasal 1, tercantum dalam Lampiran 
Peraturan Desa ini yang terdiri dari;
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a. Lampiran I
b. Lampiran 11

c- Lampiran III

Laporan Keuangan 
Laporan Realisasi kegiatan 
periodc 01 Januari - 31
Desember Tahun Anggaran .... 
Daftar program sektoral, program 
daerah dan program lainnya yang 
masuk ke Desa.

Paaal3

Lampiran sebagaimana dimakaud datam Paaal 2 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan daxi 
Peraturan Desa ini.

Paaal 4

Peraturan Desa (ni mulai berlaku pad a tanggal 
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran 
Desa........ (Nama Desa],

Ditetapkan di 
pada tanggal.

KEPALA DESA ,,(Nama Desa)

tan da tangan

NAMA

Diundangkan di... 
pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ... (Kama Desa),

tanda tangan

NAMA

LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...
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LAMPIRAN I
PERATURAN DESA.....NOMOR
.... TAHUN ......TENTANG
LAPORAN
PERTA NGG U N GJ A W AB AN 
REALISASI PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DESA TAHUN 
ANGGARAN .......

LAPORAN KEUANGAN 
PEMERINTAH DESA ....

KECAMATAN .... 
KABUPATEN BOYOLAU 
TAHUN ANGGARAN.....

DAFTAR ISI
Halaman

I Laooran ReaJisasi APBUesa XX

II Catatan Atas La do ran Keuanean XX

A. Informasi Umum XX

B. Daaar Penvaiian Laooran Keuanean XX

C. Rincian Pos Laooran Realisasi Ancearan XX

1. Rekonsiliasi SilPA dan Kas XX

2,PendaDatan Asli Desa XX

3. Dana Desa XX

4. Baeian dari Hasil Paiak dan Retribusi Daerah XX

S.Alokasi Dana Desa XX

6. Bantu an Keuanffan Pemerintah Provinsi XX

7, Bantu an Keuanean Pemerintah Kabu oaten XX

S.Pendaoatan Lain-Iain XX

9.Belania Bidanc Penvelenccaraan Pemerintahan Desa XX

10. Belania Bidane Pelaksanaan Pembanffunan Desa XX

11. Belania Bidana Pembinaan Vemasvarakatan Desa KX

12. Belania Bidana Pemberdavaan Masvarakat Desa XX

13. Belanja Bidang Penang^Iangan Bencana^ Darurat dan 
Mendesak

XX

14. Belania E>esa dalam Klasi^kasi Ekonomi XX

15. Belania Desa dalam Klasifikasi Sub Bidano (funasi) XX

16, Pembiavaan XX

17- Aset Desa XX

18, Penyertaan Modal Desa XX

a 0)

1 1 1 1

XX

Lamoiran
a. Lamoiran I - Rincian Aset Tetao Desa 30i

b. Lamoiran H - .... Dst.. XX

-79-
/



LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA.....

KECAMATAN ....
KABU PATEN BOYOLALI 
TAHUN ANGGARAN.....

Ref Anffiaran Rcallsasi (Lebihj/
kunme

PENDAPATAN
PenriftpaUtD Aali D«m
PendapatMn Tranafpr

C.2 XXX. xja XXX. XXX XXX

Dana D«sa C.3 xxxjoa XJOC.XXX xx>
Bagian dnn hned Pajak don RtlribUiii Dsenih C.4 Wi-tJOi xict.xxx xx>
AlftWftfti OrtTM Desa C,5 XXS.JOOC XXX, XXX x»
Gan mem Keuangan Pn>pinn C.6 jQx.noc xxx.na XXX
Ban(UAJ) Keuangan Kabupaten/kota C.7 JDW.XXX XXX.xsx XXX

Prndapatan Lain loin C.6 XXX.XXX xxx.xsx x»x
JUMLAB PENDAPATAN x.iatx XXX X. XXX. XXX X.X3D

BELANJA
nidang Ppnyelengganuui pefflenniahan DcHft C.9 danClB XXX, XXX XXX.XXX XXX
Bldang PrUkaanaan Pembacgun&n Deea 0 .10 dan C15 XXX.XXX loot. XXX joa
Bidling Pembmaan Kemai^’araum Oaa C.U dan CIS XXX.XXX lax.xyat XXX
Ridang Pemb^rdayaan MnayArnkHt Dean
Bidang PenanguJangiin Beoeana. Keadaan Darurat dan

C.12 dan CIS XXX. XXX XXX.X301 xxe

Mendeaak Oeae C.lddanClS laOLXKX locx.nci XXX

JUMLAH BKLANJA C.U X,XXX.XXX s.ncK.X3a x.xxx
SURPLUS/ (DRnSTT) XX-XXX XX.KXX x>

^EMBtAYAAN C.15
i’ennimaan Pmbiayoan xxx.xxx XXX.XXX xx>
Pangeluaraa Pembiayaan xsx.xxx XXX.XXX XXX

PEMBIAYAAN NDTTO xx.xxx XX,XXX XX
jSILPA TAHUN BERJALAN XXX XXX XXX

Lihat Catalan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dan laporan keuangan
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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANQAN 
PEMERINTAH DESA ....

KECAMATAN.....
KABUPATEN BOYOLAU 
TAHUN ANGGARAN.....

A, Informaai Umiim
PemerintAh Desa ABC merupakan desa di KecamAtnn KLM, Kabupnten XYZ. Sesuai dengan
Kcpurvwm Bupati No................................ Tanggal ......................... saat ini kepcnguruaan
Pemcnntahan Desa ABC 
1. Kepala Deaa : XXXXX 
2- Sckrctans Dctja : YYYYY 
3. Rendoharo Deaa : 7.7J777.
Kan tor f'eme rintahan Desa beralamat di....................................Desa ABC, Kecamatan KLM,
Kabupaten

B. Daaai Ponyajian Uaporan Keuangan
Laporan Keuangan Deaa berupa Laporan Realisasi APBDes sosuai basis kaa dengan dasar harga 
pcrolchan. Pendapatan dicatat seat kas diteriroa di Dank atau Kaa dan Belanja dicatat 
pada saat kaa dikcluarkan dan Lelah beraiiat deHnitlf.

C. Rincian Pos Laporan Kcuangan
1. Rekonsiliasi S!LPA dan Kas

SlLPA tahun anggaran 20x1 
Mutasx Poiongon Pajak
• Saldo Awal Heriode Hotongan Pajak yg bcluxn disetor ke Kas Negara
• Penerimaan Potongan Pajak tahun anggaran berjalan
- Setoran Pajak ke Kas Negara selamn tahun anggaran berjalan
• Saldo Akhir Penode Potongan Pajak yg belum diaetor ke Kas Negara

XXX

XXX
XXX

fXXX)
XXX

SaJdo Kas per 31 Desember 20x1 X.XXX

X Pendapaum Asli Desa
Pendapatan Aali Desa terdiri darl:

Pendapatan Asli Desa terdiri dari:
a. Haail Usaha
b. Hasil Aset
c. Swadaya, partisipasi, dan Gotong Royong
d. Lain-lain PADes yang sah

Anggaifan Re&lisasi (Lebih)/
kuranp

XXX JDK xxx.xxx XXX
XXXJOCX XXXJCXX XXX
XXX. XXX XXX XXX XXX
XXX JOK xxx.xxx XXX
xxx.xxx XIDC.XJK xwc

3. Dana Desa
Dana Desa merupakan penerimaan desa yang diperolch dan APBN. Jumlah penerimaac 
Dana Desa Bclama tahun anggaran 30x1 adalah sehagai berikut:

Tahap ! 
Tahap 2

Anggaran Realisasi (Lebih)/
kurane

XXXJKX XXX JOK XXX
XXX JDK XXX. xo: X)K
XXX JOK xxx.xxx XXX

4. Bagian dari hasU pajak dan Retribuei Daerah
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5.

6.

PenerimaAn Deaa yang be re sal dan Bagian darl haaiJ pAjak dan Retiibusi Daerah aHaiab 
sebagai

Anggaran Realieasi (Ubih)/

Tahap 1 XXX. XXX XXXJ0CX XXX
Tahap 2 SaAiAAA xxx.xxx XXX

xxx.xxx xxx.xxx X39
xxx.xxx XXXJOOt XXX

Alokani Dana Desa (ADD)
Penerlmaan Dem yang beraaal dari Alokaai Dane Deaa (ADD) ndaJah aebagai beikut:

Anggaran ReaUaaei (Lebih)/
kurane

Tahap 1 XXX.?GCX xxx.xxx XXX
Tahap 2 xxx.xxx xxx.xxx XXX

XXJ XTX xxx.xxx wxw
xxx.xxx xxx.xxx XXX

Bantu an Kexiangan Prupinsi
PeneriTHBan Dean yang berasal dari Danfuan Kcuangan Propinai.. .............adalah sebasat
beikut:

Anggaran Kealiaaei (Lebih)/
kuranff

xxx.xxx xxx.xxx XXX
XXXJCXX xxx.xxx XXX
xxx.xxx XXX

7.

8.

Bantu an Keuangan Knbupaten/kota
Penerlmmm Pena yang be rasa! dan Bantu an Keuangan Kabu paten/Kota........... adalah
aebegai

Anggaran Realiaaal

9.

(Ubih)/

xxx.xxx XXXJCXX XXX
KXX.KXX XXX
XXXJCXX XXXJCXX XXX

PendupuUm Uim-lain
Pendatwtan Iain-lain terdiridari:

Anggaran Realisaai (LebihJ/
kuranc*

Prnrrimoan dari haail kehasaraa antar Deaa 
Penertmnnn dari haml kerjaeama Deaadengan

xxx.xxx xxx.xxx XXX

pihuk krltgB
l>enerlmaAn dari bantuan perusahaan yang

xnc.ncx xxx.xxx XXX

bcrlnkutii di Deaa XXX .not AAX.AXX XXX
HI bah dan sumbangan dari pihak ketiga
Koreksi kesalalian belanja lahun*tahun anggaran 
aebclumnya yang mengaktbatkan penerlmaan di 
knfl

xxx.xxx xxx.xxx xwc

DCM x?ot.xxx xxx.xxx x?oc
Bunge Ixmk xxx.xxx xxx.xxx JOCK
I<nln-Uiln pendapatan yang aah xsoc.nn xxx.xxx XXX

xxx.xxx XXXJCXX XXK

Relanja • Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Deaa
Belanja untuk Bidang Fbr^clenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari;

Anggaran Realisasi (Lebih)/
kurane

Belarxja Pe^wu xxx.xxx xxx.xxx JOGC
Belai^a Barsng dan Jaaa xxx.xxx xxx.xxx XXX
Betahja Medal xxx.xxx XXXJCXX XXX

XXXJCXX xxx.xxx KMC
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10. B^lanja - Bidang ^mbangunaa Deaa
Bclanja untiik Dklang Pembangunan Desa tenlih dan;

Belanja Bamng dan Jaaa 
Belanja ModaJ

Aoggaran
XXXJCXX
wajaa
xxx.xnc

RcaJiittuii

XXX .XXX 
XXXJCPC
XXX XXX

(Ubih»/
kuran^

XXX
XXX
XXX

U. B^ianja • Bidung [Vmbinaan Kemasyaralan Dcma
Belanja untuk Bidnng J'rmbinann K<,rrmsyarakatan Draa lerdiri dah;

Anggaran KrMlinosj
(Ubih)/

Bclanja Barang dnn Jam XXX.BQ XXXJOCX KOI
Delanja Modal XXX Jcxy XXX.30CX XXX

XXXJCXX XXX.KOI KDC

12. Belanja - BKlang I'eniberdavuMn Masyan&kut Oran
Belanja untuk Bklang PcrbrrcJBvoan MaAynmknt Dr an terdiri dari:

Anggaran E^ciilisesj [Lebihl/
kurans

Belanja Barang dnn Jnsn xxx.nn XXX.X7CT XXX
Belanja ModaJ XXX.XXX XXX .XXX xxx

XXX. XXX XXX .xxx xxx

13, Belanja • Bidang Prnangulangan liencana, KetuJaan Damrat dan Mendenak Desa
Sdama tahun anggoian..... Pcmcnotahan Desa melakukan penanggulangan bencana dan
keadaan darurat sehagai brrikut

Anggaran Realiaaai {Ubihj/
kurans

XXXJCXX XXX.KCX xxx
XXXJCXX xxx .XXX xxx
XXXJOCT KOl.XXX xxx

14. Belanja Deaa dalam klassfikaai ekonomi
Jumlah belanja dalom klandlkaai ekonomi adalab aebogai benlnit

Anggaran Reallaasl (Lebih)/
kuranff

Belanja Pcgawai
Peiighasjian Tetap dnn Tunjangan Kepala Desa xxx.mx XXX .XXX xxx

Penghasilan Teiap dsn Tunjangan Perangkat Desa 
Janman Kcsehatan Kcpnla Desa dan Perangkat

XXXJOCX xxx .xxx xxx

Desa XXX JOX xxx.xxx xxx
Tunjangan BPD XXX.XXX XXX .xxx xxx

XXX-XXX xxx .xxx xxx
Belanja Banng dan Jaaa

lu|ATija Barang Perlcngkapan Kan tor XXX.XXX xxx.xnc xxx
Belanja Jaaa Hunoranum XXX. XXX xxx .KOI KOI
Belanja 0pernskjnal Aparelur Desa XXXJCXX xm.xoi KOI
Belanja Jasa Sewa XXX JOX xxx. xxx xxx
Belanja Operasional Perkantoran XXX.70CX XXX.XXX xxx
Belanja Pemeliharaan
Belanja Barang dan Jaaa yang Diserahkan kepada

xxxxxx KOC.KOI xxx

Mesyarakat XXXJCXX xxx .xxx xxx
Bclanja Modal XXXJCXX xxx .xxx KOI
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Belanje Modal Pengadacm Tanah
Belenje Modal P^mlRlan, Mesin. dan Alat Beret
Belanja Modal Kendarean
Belanja Modnl Cledungdan Oangunan
Belonja Modal Jalan
Belanja ModaJ Jrmbacan
Belanja Modal lri*aai/Embung/Air
Su ngaj / Drainaar
Belanja Modal Jarui^^n/tnatalaai
Belanja Modal lainnya

15. Belanja Dcaa daUm klaaifikasj Sub Bidang 
(Fungsil

Balang Penyelcnggarean pernerimahan Oc«o
Sub Btdang Prnyelenggaiaan Belanja PenghaaUao 
Tetap. Txmjangan dan Operasional Hemcnntahan 
Oesa
Sub Bidang Snnina dan Praaarana Pemerinrahan 
Deao
Sub Bidang Adnuniatraai Kependudukan, 
Pcncatatan Sipil. Statiatik dan Kearsipan 
Sub Bidang Tola Pemerintahan. 
Perenrtmaan,
Keuangan dan Pelaporan 
Sub Bidang Pertanahan

Btdan^s Pembongunan Deaa 
Sub Bidang Pendidikas 
Sub Bidang KeaehaUiA 
Sub Bidang Pekeijaan Uraum dan Penaiaan 
Ruang
Sub Bidang Kawaaan Permukiman 
Sub Bidang Krhutanan dan Lingkung&n Hidup 
Sub Bidang Perhubungan. Komunikaai. dan 
Informatika
Sub Bidang Rnergi dan Sumber Daya Mineral 
Sub Bidang Pariwiaata

Bidang Pembinaan Kemaayaratan Desa
Sub Bidang Kctenlereman. Ketertiban Umum, dan
Pelindungan Manyarakat
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
Sub Bidang Kepemudaan dan Olah kaga
Sub Ehdang KHembagaan Maayarakal

Belanja - Bidang Pembenlayaan Maayarakat Beaa

Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
Sub Bidang Pertanuin dan Petemakan
Sub Bidang Pemngknran Kapasiias Aparatur Desa
Sub Bidwig PcmWrdayaan Perempuan,
Herlindungan Anok don Keluarga
Sub Bidnng Koperaai. Uaaha Mikxo Kecll dan
Menengah (UMKMj
Sub Bidang Dukungan Pf nanaman Modal 
Sub Bidang Petrlngangan dan PehnduBihan 

Belanja • Bidang Penangulangan Bcncona, Keadaan

XXX.XXX XXXJoa XXX
xxx.xxx xxx.xxx ioa
xnjoex XXXJCXX XXX
XXXJCXX XXX-XXX 300C
!CC(.<0(X xxxjcex XXX

XXX JSX joex

iUVirJWi XXX JOX eex
XXXtJOOl XXX-XXX XXX
xxxjun xxx.nx XTX
XXXJCXX XXXJODC XXX

Anggaren Realiaasi (Ubihl/
kureng

soc.nrx XXX

xxx.xxx »tx.xxx XXX

xxx.xxx XXXJDCX XXX

XXX-XXX XJOCJCCX XXX
XXX Jem XVX.YXX XXX

xxxjrxx sex

X«C(.SCX XXX .SQ XXX
xsa.iofX XXXJSXX XXX

XXX .XXX XXXJOCX XXX

xxx.xxx XXXJOtX XXX
xxx.xxx xxx.xxx XS(

XXX.XXX xxx.ion XXX
xxx.xxx XXXJOCX XXX
XXX.XXX xxx.xxx TTY
xxx.xxx XXX. XXX sex

XXX.KXX xxx.xxx XXX

XXX.XXX XJOC.XXX xsc
xxx.xxx JOCX.XXX xsc
xxx.xxx rex XTX XXX
xxx.xxx XXSJCXX XXX

xxx.xxx XXXJOCX XXX
xxx.xxx XXXJSZ XXX
XXX.XXX lOCX.XXX XXX

xxx.xxx JOOC.XKX XXX

xxx.xxx XXXJOCX XXX
XXX .Jon xxx.xxx sex
Xxx.xxx XXK.TTT XXX
XXXJOU XXXJOCX sex
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Damrat dan Mendesak JVaa
Sub Bidring Penanggulungan Bcncana XXX.XXX xxx.xxx XXX
Sub Bidang Keadaan Da rural XXX.XXX xxx.xxx XXX
Sub Bidang Keadnan Mcndcsak, XXXJCDC xxx.xxx XXX

not.joa xxx.xxx XXX

16. Pcmbiayaan
J uxolah netto pemUiayaan tahun anggaian...... adaiah aebagai bcnkut:

Anggaran ReaUsas) (Lebih)/
Inifana

Penerimaan Pcmbiaynan xxx.xxx XXXJOCX XXX
Pengduaran Pembiayaan XXXJOCX xxx.xxx XXX

XXX.30CX XXX.30CX XXX

Penertcnaan PembiRyaan tcrdiri dan:
1. BTLPA tahun anggunm aebelumnya xxx.xxx xxx.xxx XXX
2. Pcncairan Dana Cadangan XXXJOU X.XX.XXX XXX
3. Haafl Per\jualan Kekayaan Desa yang dipiaahkan xxx.xxx xxx.xxx XXX

XPCJOCX XXXJCW XXX

Pengeiuaran Pembiavaan lerdiri dan:
1. Penbentukan Demi Cadangan )ODCJGC( xxx.xxx XXX
2. Pcnyeruian Modal Dc«a XXZJCXX XXX XXX XXX

SXXJDtX xxx.xxx XXX

17. Aaet Deaa
Pcrolehan aaet deaa adaiah aebagai berikut,

20x0 20x1 Penambahan/

Tanah xnt.xxx xxx.xxx XXX

Peralatao, Meam. dan Alat Berat XKCJCXX xxx.xxx XXX
Kandaraan XXXJGCX xxx.xxx XXX
Oedung dan Bangunan XSC.JDCt xxx.xxx XXX

Jalan x:cc<3Dct xxx.xxx XXX

Uembatan XXX.JOCt xxx.xxx XXX

Ingaai/Embung/Air Sungai/Urainaae AAA.AAA xxx.xxx XXX
Jaringan/lnaUlaai xxx.xxx xxx.xxx XXX
Aaet Tetap lamnyu xxx.ntx xxx.xxx XXX
Konatru)«i dalam Pengerjnan xxx.xxx xxx.xxx XXX

xxx.xxx xxx.xxx XXX

Rindan Aset Tccap dapet unruk maamg-maBrng klnAlGkaai diaias dapat dilihAt pada lampiran

18. Penycrtaan ModaJ Dcaa
Pemyertaan Modal Desa pada BUMDea ^alah aebegaj berikut.

BUMDeaXXX 
BUMDea YYY

20x0 20x1 Penambahan/
ftaauraaaan)

XXKJOOC xxx.xxx XXX
XXXJCtX xxx.xxx XXX
mrr.TVT xxx.xxx XXX
XXXJCXX xxx.xxx XXX

19. dst
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FORMAT RINCIAN ASET TETAP

PEMERINTAH DESA.... 
KECAMATAN.... KABUPATEN BOYOLALI 

Rinciaii Aset Tetap Desa per 31 Desember ....

No. Kiss Aset dan 
Nama/Identltas Aset Tetap

Bukti Kcocmilikan Kode Aset 
Tetap

Tab tin 
Pcrolchan

NUaJ
Pcrolchan

Kondisl
Aset
Tciao

KetrranganJenis Nomof TanggaJ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
i Tanah

1.........
2..........

1st..
[I ^eralatan, Mesin, dan Alat 

3er«t
1.........
2.........

in Kcndaraan
1.........
2.........

1st.,,
IV jedunff dan Baneunan

1.........
2.........

1st...
V lalan

1..........
2..........

1st...
VI lembatan

1.........
2.........

dst...
vu ri&asl/Embung/Air 

dunflfai/ Drain esc
1...........
2...........

dst...
VUJ Jarincan / Instaiaa - «

1.........
2..........

dst...
IX tact tetap Sainnva

1...........
2.........

dsL.,
X Konstruksi dalam 

Penaetiaan
1.........
2.........

dst dst...

t



Klaa A SCI dan 
Nama/ldcntitas Aset Teup

Bukti KepcfnlUkan Kodc Aset 
Tetap

Taimn
Perolehan

Nilai
Perolehan

No.
Jenis Nomor Tanggai

J 2 3 4 5 6 7 8
Total N0a> Aset Teiap per 31 
Desember.....

Kondisi
Aset

Tetao
Keterangan

9 10

Keterangan Cara Pengjsian :

Kolom Nomor 1 

Kolom Nomor 2

Kolom Nomor 3 

Kolom Nomor 4 

Kolom Nomor 5 

Kolom Nomor 6

Kolom Nomor 7 

Kolom Nomor 8 

Kolom Nomor 9

Kolom Nomor 10

Diisi Nomor urut.
Diisi Klas Aset dan Nama/identitae Aset Tctap, 
misalnya: tanah sawah pcrsil .. Kla8....lua8....
kendaraan rodadua merk ...
Diisi jenis bukti kepemilikan asset misalnya. Hak 
Milik (HM), BPKP. Hak Guna Bangunan (HOB).
Diisi nomor dari jenis bukti kepemilikan aset 
misalnya.
Diisi tanggaJ dari jenis bukti kepemilikan a set 
misalnya, HM. BPKP
Diisi kodefikasi asset tetap, melihat kodefikasi asset 
yang dicatat berpedoman pada petunjuk kodefikasi 
asset desa.
Diisi tahun perolehan barang.
Diisi nilai perolehan barang.
Diisi kondisi barang misalnya: Baik (B), Rusak 
Ringan (Rr), Dan Rusak Be rat (Rb|.
Diisi keterangan yang diperlukan misalnya : nilai 
perolehan tidak diketahui, tahun perolehan tidak 
diketahui dst.
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Keterangan Cara Pengisian :

Kolom 1 dan 2 

Kolom 3

Kolom 4 

Kolom 5

Kolom 6 

Kolom 7

Kolom 8 

Kolom 9 

Kolom to

Kolom 11 

Kolom 12

Kolom 13

Kolom 14

: diisi dengan Kode Reken ing.
: diisi dengan Bidang, Sub Bidang dan Jenis Kegiatan 

aebagaimana yang tercantum dalam penjabaran APB Desa.
: diisi volume kegiatan yang direncanakan.
: diisi satuan volume contoh:

- jembatan/bangu nan / barang atau yang sejenis ■ unit
• jalan/irigasi/ drainase atau yang sejenis* M
• kegiatan non Hsik - paket.

: diisi jumlah anggaran yang direncanakan.
: diisi volume kegiatan yang terealisaai sampai dengan saat 

ini.
: diisi satuan volume yang terealisaai sampai dengan saat ini,
: diiai dengan jumlah dana yang digunakan.
: diisi dengan prosentase capaian kegiatan dan anggaran yang 

digunakan.
: diisi dengan penggunaan dana dari Dana Desa (DD).
: diisi dengan penggunaan dana dan Alokasi Dana Desa 

(ADD).
: diisi dengan penggunaan dana dati sumber lain selain DD 

dan ADD.
: Diisi dengan pen^unaan bantuan yang tidak berupa uang.

f



LAMPIRAN in
PERATURAN DESA.....NOMOR ....
TAHUN...... TENTANG LAPORAN
PERTANGO U NGJAWABAN REAUSASI 
PELAKSANAAN ANGOARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 
TAHUN ANGGARAN.......

PROGRAM SEKTORAU PROGRAM DAE RAH. DAN PROGRAM LAIN NY A
YANG MASUK KE DESA

Desa
Kccamalan
Kabupstcn
Provinsi

No, Pro^rum
Keffiaiaji An waran

Jenifl Uikaai Volumr Seiuan Jumlah Sum be r Dana

KEPALA DESA

BUPATI BOYOLAU
/

t SENO SAMODRO

t
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